BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 
TAHUN 2016
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah “ TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG “
Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, perlu diimplementasikan melalui  tujuh misi Pembangunan Nasional, yaitu: 
1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 
2. Masyarakat maju, berkembang dan demokratis berlandaskan negara hukum. 
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 
5. Bangsa berdayasaing. 
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan. 
Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita), yaitu:
1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan member rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  
4. Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi reformasi sistim penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia pintar, Indonesia sehat, Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera.
6. Akan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Akan melakukan revolusi karaktaer bangsa.
9. Akan memeperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.    
Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, sembilan agenda  (Nawa Cita) yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu:
1. Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas: sektor pendidikan dengan melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program I Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita.  
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita. 
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya pemerataan antar kelompok pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam.
4. Kondisi Perlu yang memuat program untuk peningkatan kepastian penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini merupakan penjabaran Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat. 

Sedangkan  Visi pembangunan Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 adalah “MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut diimplementasikan melalui 7 (tujuh) misi, yaitu :
a. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter.
b. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
c. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan.
d. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing.
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah. 
f. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang.
g. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan berbagai capaian pembangunan Provinsi NTB tahun 2015, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tertuang di dalam Bab II, maka arah kebijakan pembangunan daerah provinsi NTB pada tahun 2016 difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tujuan  dan sasaran pembangunan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2016

	Tujuan
	Sasaran

	
	

	1. Meningkatkan kualitas akhlak dan budipekerti
	a. Terbangunnya Islamic Center sebagai pusat peradaban Islam
b. Berkembangnya kegiatan rumah ibadah
c. Terwujudnya masyarakat yang tertib 
d. Terwujudnya masyarakat yang taat beragama 
e. Tersedianya pemuka agama yang berkualitas 
f. Tersedianya siaran/informasi yang edukatif 
g. Tersedianya  kurikulum pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah

	2. Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat 
	a. Terwujudnya masyarakat yang toleran, rukun dan damai
b. Tercegah berkembangnya paham radikal
c. Terwujudnya ketahanan ipoleksosbudhankam

	3. Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan local
	a. Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas
b. Terwujudnya masyarakat/ budayawan/seniman yang kreatif dan inovatif 
c. Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif 
d. Tersedianya sanggar seni dan budaya yang profesional 
e. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal

	4. Meningkatkan sinergitas pelestarian dan pemuliaan budaya dan kearifan local
	a. Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal 
b. Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya 
c.  Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal
d.  Terlindungnya  kekayaan seni budaya dan kearifan lokal
e.  Tersedia, terpelihara dan tersebarnya koleksi daerah berupa naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam

	5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	a. Terwujudnya SPM dan SOP yang memadai 
b. Terwujudnya aparatur yang profesional 
c. Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai 
d. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah
e. Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi


	6. Meningkatkan stabilitas keamananan ketertiban masyarakat 
	a. Terwujudnya aturan hukum yang efektif 
b. Terfasilitasinya aparat hukum yang profesional 
c. Terfasilitasinya sarana prasarana penegakan hukum yang memadai 
d. Terwujudnya aparatur, masyarakat sadar hukum dan sadar bahaya narkotika
e. Tercegah semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkotika

	7. Meningkatkan profesionalitas dunia usaha
	a. Terwujudnya lembaga usaha yang akuntabel
b. Tersedianya pelaku usaha yang profesional


	8. Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah
	a. Terwujudnya rencana dan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas

	9. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah
	b. Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik

	10. Meningkatkan kualitas pengawasan aparatur
	a. Terwujudnya pengawasan yang profesional

	11. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik
	a. Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab
b. Tertatanya otonomi daerah
c. Terwujudnya ormas dan orpol yang  aspiratif 


	12. Meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah-masalah hukum
	a. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum
b. Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang bersih dan profesional 
c. Terfasilitasinya aparat penegak hukum yang memadai (POL PP, PPNS, Polisi Kehutanan)

	13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender
	a. Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas
b. Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil dan terjangkau
c. Terwujudnya Generasi Emas 2025 
d. Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten
e. Tersedianya  sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai 
f. Terwujudnya perempuan yang profesional
g. Terwujudnya prestasi olahraga
h. Tersedianya layanan sosial bagi penyandang  masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat adat terpencil


	14. Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja
	a. Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja yang memadai 
b. Terwujudnya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang lebih profesional
c. Tersedianya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antar provinsi dan dunia usaha 
d. Terdistribusinya penduduk ke daerah transmigrasi 

	15. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam


	a. Terwujudnya rencana pembangunan ekonomi yang berkualitas
b. Tersedianya data dan informasi potensi SDA
c. Termanfaatkannya Teknologi Tepat Guna
d. Termanfaatkannya SDA yang sesuai dengan daya dukung lingkungan
e. Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata
f. Terwujudnya promosi dan pemasaran obyek pariwisata

	16. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan varietas komoditi
	a. Tersediannya sarana prasarana produksi yang memadai
b. Terwujudnya produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar
c. Terwujudnya tenaga kerja terampil
d. Berkembangnya wirausaha dan investasi daerah

	17. Meningkatkan efektivitas pelayanan investasi
	a. Tersedianya data dan informasi peluang investasi yang akurat 
b. Tersedianya layanan investasi yang profesional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
c. Terwujudnya ekspor daerah

	18. Meningkatkan sumber pendanaan daerah

	a. Tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat
b. Tersedianya sistem pelayanan PAD
c. Tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya

	19. Meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah
	a. Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai
b. Tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan, antar kota dan antar wilayah

	20. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah
	b. Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berkualitas
c. Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/ proporsional
d.  Tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai

	21. Meningkatkan efektivitas penataan ruang wilayah
	a. Terwujudnya rencana, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang
b. Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang
c. Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman, nyaman dan produktif

	22. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH
	a. Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas
b. Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan 
c. Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup 
d. Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD) 
e. Terwujudnya sumberdaya alam yang lestari

	23. Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana
	a. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana
b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana
c. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana
d. Terwujudnya kawasan tangguh bencana


Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2016 sebagaimana tersebut diatas dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJMN, strategi dan arah kebijakan RPJMN, strategi dan arah kebijakan RKP 20 16berikut arah kebijakan pembangunan provinsi NTB Tahun 2016 dapat dilihat secara rinci sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel 4.2 Hubungan antara Visi/ Misi RPJMN, RPJMD dengan
Tujuan Sasaran Pembangunan RKPD 2016

	
NO
	PRIORITAS RPJMN
	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RKP 2016
	
	ISU STRATEGIS DAERAH 
TAHUN 2016
	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016
	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016

	1.
	Pendidikan
	1. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun. 
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan, penguatan kurikulum & pelaksanaannya, dan penguatan sistim penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel.
3. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal, terutama pendidikan menengah & pendidikan tinggi.
4. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, serta jaminan hidup dan fasilitas pengembangan pengetahuan dan karir bagi guru di daerah khusus.
5. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.

	
	1. Peningkatan Kualitas Generasi Emas 
	1.   Melanjutkan pembangunan daerah yang lebih berdaya saing dengan 
· Sasarannya  terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja dan pemecahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
· Terwujudnya peningkatan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat

	1. Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Wajar 12 tahun
2. Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi
3. Pendidikan PAUD Nonformal dan Informal
4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Pengembang-an Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
6. Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan
7. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ arsip Daerah
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
9. Peningkatan Pengendalian Kearsipan
10. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
11. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak
12. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
13. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

	2.
	Kesehatan
	1. Akselerasi dan pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut.
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat.
3. Meningkatkan pengendalian  penyakit dan penyehatan lingkungan  melalui  surveilans epidemiologi factor risiko dan penyakit.
4. Memantapkan pelaksanaan Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan.
5. Menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga.
6. Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas melalui SJSN dan non-SJSN.
7. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga, melalui penyuluhan.
8. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam penyiapan kehidupan keluarga.
9. Menguatkan kelembagaan kependudukan dan keleuarga berencana yang efektif.

	
	1. Peningkatan Kualitas Generasi Emas
	1. Melanjutkan pembangunan daerah yang lebih berdaya saing Sasarannya :
· Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja dan pemecahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
· Terwujudnya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat
· Terwujudnya perkuatan lembaga kemasyarakatan dalam peningkatan kesehatan masyarakat
· Terwujudnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera
	1. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
2. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
3. Perbaikan gizi masyarakat.
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit
6. Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular
7. Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Pengembangan Lingkungan Sehat
9. Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
10. Pemeliharaan Sarana danPrasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
11. Sumberdaya kesehatan
12.  Obat dan perbekalan kesehatan.
13. Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan
14. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.
15. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
16. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan  gender dan anak.
17. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
18. Peningkatan peranserta  dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
19. Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV-AIDS
20. Pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
21. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
22. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
23. Pengembangan model operasional KB-Posyandu-PAUD.
24. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
25. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
26. Program Keluarga Berencana.
27. Progra Advokasi dan KIE tentang Kespro.
28. Prgram Penyuluhan KHIBA di kelompok masyarakat.
29. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV-AIDS
30. Pengembangan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
31. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
32. Pengembangan Model Operasional KB-Posyandu-PAUD

	3.
	Perumahan Rakyat
	1. Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta penyediaan hunian baru.
2. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan.
3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan.
4. Pengembangan sistim karir perumahan yang disertai dengan industrialisasi perumahan.
5. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah.
6. Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan.
7. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan. 
	
	1. Pengurangan angka Kemiskinan
2. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup
	1. Meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam rehabilitasi hutan dan lahan dengan berbasis pada pemanfaatan hutan, dengan sasaran terfasilitasinya masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.
2. Peningkatan pemasyarakatan budaya produksi.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman penduduk

	1.  Rehabilitasi hutan dan lahan melalui penyediaan bibit tanaman kehutanan.
2. Mendorong terbangunnya perumahan bagi anggota KORPRI yang bekerjasama dengan Kementrian/ Lembaga  dan Bapetarum, BTN dan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Program Pembangunan Satu Juta Rumah bagi PNS dan Nawa Cita.
3. Mendorong terbangunnya lembaga pendidikan formal dan informal yang dikelola oleh KORPRI.
4. Pengembangan Perumahan
 

	4.
	Revolusi Karakter Bangsa
	1. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman social budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga Negara yang baik.
	
	1. Perbaikan pelayanan pulik dan reformasi birokrasi
	1. Meningkatkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan, dengan sasaran:
· Terwujudnya masyarakat yang cinta tanah air, Negara dan bangsa.
· Terwujudnya ketahanan Ipoleksosbudhankam
	1. Pengembangan wawasan kebangsaan 
2. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

	5.
	Memperteguh Kebhinekaan & Memperkuat Restorasi Sosial
	1. Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
2. Membangun kembali modal social dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa.
3. Meningkatkan peran kelembagaan social.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegak hukum.
5. Mengembangkan insentif  khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya local serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia.
6. Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya.
7. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, sehingga agama berfungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan.
8. Meningkatkan kerukunan umat beragama.
9. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
10. Menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga.
11. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan social dalam penyelenggaraan perlindungan social.
12. Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan social. 




	
	1. Perbaikan pelayanan pulik dan reformasi birokrasi
	1. Meningkatkan ketertiban social dalam masyarakat, dengan sasaran:
· Tercegahnya perluasan penyebaran dan penggunaan narkotika dan penyakit masyarakat (PEKAT).
· Tercegahnya perkembangan faham radikal.
· Meningkatnya penyelesaian sengketa melalui mediasi.
2. Meningkatnya kualitas  rumusan kebijakan  Bidang Keagamaan.
3. Meningkatnya kualitas  rumusan kebijakan  Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga
4. Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan lokal
Sasaran :
· Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas
· Terwujudnya masyarakat/ budayawan/seniman yang kreatif dan inovatif 
· Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif 
· Tersedianya sanggar seni dan budaya yang professional
· Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan  lokal
5. Meningkatkan sinergisitas pelestarian dan pemuliaan budaya dan kearifan local
  Sasaran :
· Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal   
· Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya
· Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal
· Terlindungnya  kekayaan seni budaya dan kearifan lokal
· Tersedia, terpelihara dan tersebarnya koleksi daerah berupa naskah 
· Tersedia, terpelihara dan tersebarnya koleksi daerah berupa naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam

	1. Pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal. 
2. Peningkatan dan kenyamanan lingkungan.
3. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
4. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
5. Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan
6. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
7. Pengelolaan Keragaman Budaya
8. Pengelolaan Kekayaan Budaya
9. Pengembangan Nilai Budaya
10. Pengembangan Kerjasama 
11. Pengelolaan Kekayaan Budaya

	6.
	Revolusi Mental












	1. Kedaulatan Politik
· Peningkatan kualitas perandan fungsi lembaga-lembaga demokrasi; jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat, termasuk peningkatan peran organisasi masyarakat sipil & peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik & pengambilan keputusan public.
· Pemantapan iklim kondusif bagi terpeliharanya stabilitas social politik.
· Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi peradilan secara konsisten dan berintegritas.
· Peningkatan kontribusi dan kualitas peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai forum internasional.  
2. Kemandirian Ekonomi
· Penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat.
· Peningkatan kemandirian ekonomi nasional, melalui (i) peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (ii) pengelolaan energi dan pangan melalui hilirisasi  produk pertanian; (iii) pemberdayaan pelaku UKM, ekonomi & industry kreatif, ekonomi rakyat & ekonomi subsistem.
· Peningkatan pemanfaatan potensi laut & pariwisata bahari.
· Peningkatan & pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui peningkatan system logistic nasional dalam rangka distribusi bahan produksi dan konsumsi.
3. Kepribadian Dalam Kebudayaan
· Pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing dan dinamis, yang dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila.
· Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan social yang harmonis.
· Peningkatan pendidikan yang yang berkualitas untuk melahirkan manusia unggul, melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan sebagai sarana dalam pengembangan Iptek.
· Peningatan kampanye publik  melalui berbagai media untuk menumbuhkan etos, semangat berkarya, daya juang, sikap anti korupsi, orientasi mencari ilmu, hidup toleran dan menjaga harmoni sosial. 
	
	1. Perbaikan pelayanan pulik dan reformasi birokrasi
	1. Memberikan perlindungan dan pendampingan anggota KORPRI yang terkena masalah hukum.
2. Memberikan pelatihan dan pembinaan kepad anggota KORPRI yang mapan, sejahtera dan terampil.
3. Peningkatan pemasyarakatan budaya produksi.
4. Meningkatnya pelayanan keagamaan.
5. Terwujudnya pelaksanaan MTQ KORPRI Nasional dan STQ KORPRI Provinsi.
6. Terwujudnya perayaan hari besar keagamaan.
7. Meningkatnya pembinaan mental anggota KORPRI.
8. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan mental anggota KORPRI.
9. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan disiplin anggota KORPRI.
10. Mewujudkan tenaga kerja yang trampil dan kompeten yang memiliki daya saing
11. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender
       Sasaran : 
· Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas.
· Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil dan terjangkau
· Terwujudnya Generasi Emas 2025 
· Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten
· Tersedianya  sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai 
· Terwujudnya perempuan yang profesional
· Terwujudnya prestasi olahraga
· Tersedianya layanan sosial bagi penyandang  masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat adat terpenci

	1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
2. Peningkatan SDM anggota KORPRI yang terampil dan inovatif.
3. Peningkatan pembinaan dan pelatihan SDM KORPRI.
4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan formal kewirausahaan untuk meningkatkan hasil usaha demi kesejahteraan anggota..
5. Mendorong terbangunnya perumahan bagi anggota KORPRI yang bekerjasama dengan Kementrian/ Lembaga, Bapeltaraum, BTN dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Program Pembangunan satu Juta Rumah bagi PNS dan Nawa Cita.
6. Peningkatan pelayanan keagamaan.
7. Pembinaan Jiwa Korps (KORSA)
8. Pembinaan disiplin anggota KORPRI.
9. Merenovasi gedung workshop dalam rangka meningkatkan fungsinya
10. Peremajaan peralatan pelatihan yang sudah kadaluarsa
11. Upgrading Instruktur dalam rangka mengupgrade kemampuan baik dalam menjalankan peran sebagai fasilitator, mentor maupun assessor
12. Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
13. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social
14. Pembinaan eks penyandang penyakit social
15. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
16. Pembinaan Anak Terlantar














	7.
	Kedaulatan Pangan
	1. Pertanian
· Peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untuk mencapai swasembada dan peningkatan produksi protein hewani daging dan gula. Melalui strategi: (1) pencetakan sawah baru seluas 200,6 ribu ha; (2) optimasi, rehabilitasi, konservasi & reklamasi lahan seluas 711 ribu ha; (3) percepatan optimasi perluasan areal  tanam untuk peningkatan indeks pertanaman kedelai dan penerapan PTT kedelai seluas 1.205 juta ha; (4) penyaluran bantuan pengembangan budidaya padi seluas 550 ribu ha; (5) pengadaan alat dan mesin pertanian untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai sebanyak 12.300 unit; (6) pendampingan dan penguatan 1.000 desa mandiri benih dan pengembangan 64 desa m   andiri benih baru; (7) optimalisasi inseminasi buatan dan sinkronisasi  birahi sebanyak 2 juta akseptor; (8)  peningkatan produksi bibit ternak 535 ribu ekor; (9) pengembangan areal produktif tanaman  tebu seluas 42 ribu ha; (10)  bantuan dan penyaluran subsidi pupuk 10 juta ton; (11) peningkatan produktifitas melalui pembangunan 10 Agro Science Park dan 23 Agro Techno Park; (12) perluasan ujicoba fasilitasi asuransi pertanian bagi petani tanaman pangan: (13) penyuluhan pertanian oleh 58.860 penyuluh dan 6.083 BPP, dan (14) penguatan system produksi dan keamanan pangan melalui perkarantinaan dan pengendalian zoonosis.
2. Perikanan
· Ekstensifikasi dan intensifikasi produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi melalui: (a) pengembangan 20 kawasan sentra produksi perikanan; (b) peningkatan produksi perikanan tangkap dengan memperhatikan ketersedian stok dan aspek keberlanjutan; (c) pengembangan budidaya laut dilokasi potensial, salah satunya pengembangan kebun bibit rumput laut di 36 lokas; (d) pendayagunaan perairan umum daratan untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (e) pengembangan teknologi anjuran untuk produktifitas perikanan budidaya di 24 lokasi; (f) pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya di 20 kawasan; (g) pengembangan, penyediaan, dan penerapan teknologi perikanan yang memperhatikan daya dukung lingkungan.
· Penguatan faktor input dan sarana  prasarana pendukung produksi, dengan: (a) menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input , yang mencakup BBM, induk unggul, benih ikan berkualitas, obat-obatan, dan pakan bermutu berbasis bahan baku local; (b) penguatan sistim dan jaringan penyediaan induk dan perbenihan, termasuk pada 109 balai benih; (c) pengembangan kapasitas manajemen dan infrastruktur pelabuhan perikanan di 22 pelabuhan perikanan pusat dan 10 pelabuhan perikanan daerah serta pengembangan armada kapal berukuran > 30 GT sebanyak 53 unit; (d) pemenuhan pasokan air  dan energy listrik  di pelabuhan perikanan; (e) pengembangan infrastruktur irigasi ke tambak dan kolam; (f) pengembangan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan disentra perikanan budidaya, dan (g) penyediaan sarana karamba jarring apung untuk akuakultur.
· Penguatan keamanan produk pangan perikanan, melalui: (a) penguatan pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi  dan standarisasi  mutu dalam negeri, cara penangkapan ikan yang baik dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan; (b) peningkatan efektifitas karantina perikanan untuk pengendalian penyakit, jaminan mutu produksi dan kemanan pangan melalui system karantina  yang terintegrasi  dan pencegahan  penyakit ikan; dan (c) pengembangan produk perikanan berkualitas  dan memenuhi standar Hazard Analisys and Critical Control untuk menjamin keamanan produk dan mutu pangan olahan.
	
	1. Pengurangan angka kemiskinan 
	1. Terwujudnya agribisnis perkebunan yang tangguh dan berkelanjutan dengan sasaran terpenuhinya peningkatan produktifitas, kualitas dan varietas komoditi perkebunan. Sasaran lain yaitu terpenuhinya produk sumberdaya alam yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar. 
2. Terwujudnya produk SDA yang berkualitas, bernilai ekonomis tinggi dan memenuhi standar pasar
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Petani, SASARANNYA : Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan petani/pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, Terbinanya kelembagaan penyuluhan pertanian
4. Meningkatkan Kualitas Sdm Dan Kuantitas Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian, Sasarannya : Terbinanya tenaga penyuluh pertanian secara berkesinambungan, Terbinanya pelaku utama dan pelaku usaha pertanian secara berkesinambungan, Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang memadai, Terkirimnya tenaga penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian kepertemuan di tingkat daerah, regional atau pusat
5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Perikanan, Sasarannya : Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan petani / pelaku utama dan pelaku usaha perikanan
6. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan, Sasarannya : Tersedianya fasilitas penyelenggaraan penyuluh perikanan
7. Meningkatkan Kualitas Sdm Dan Kuantitas Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan, Sasarannya : Terbinanya tenaga penyuluh perikanan secara berkesinambungan,  Terbinanya pelaku utama dan pelaku usaha perikanan secara berkesinambungan, Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan perikanan yang memadai, Terkirimnya tenaga penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha perikanan kepertemuan di tingkat daerah, regional atau pusat
8. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Kehutanan, Sasarannya : Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan petani / pelaku utama dan pelaku usaha kehutanan,  Terbinanya kelembagaan penyuluhan kehutanan
9. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan, Sasarannya : Tersedianya fasiltas penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
10. Meningkatkan kualitas sdm dan kuantitas sarana prasarana penyuluhan kehutanan, sasarannya : Terbinanya tenaga penyuluh kehutanan secara berkesinambungan, Terbinanya pelaku utama dan pelaku usaha kehitanan secara berkesinambungan, Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan yang memadai
11. Meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilan sdm pertanian dalam arti luas, sasarannya : Terlatihnya SDM aparatur pertanian dalam arti luas, Terlatihnya SDM Non Aparatur pertanian dalam arti luas
12. Mendidik Calon Tenaga Teknis Menengah Pertanian / Perikanan Yang Berkualitas Dan Mandiri, Sasarannya : Terdidiknya tenaga teknis menengah pertanian / perikanan yang memiliki kompetensi,  Terlaksananya proses pembelajaran pada peserta didik
13. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Program & Pelaporan, Administrasi Keuangan Dan Admnistrasi Umum & Kepegawaian, Sasarannya : Tersusunnya dokumen perencanaan yang benar, Tersusunnya laporan yang lengkap, Tersedianya pustaka dan data yang memadai, Terselenggaranya rapat koordinasi,  Terkirimnya petugas dalam pertemuan koordinasi dan pertemuan teknis nasional, Terwujudnya target penerimaan daerah,  Terwujudnya laporan keuangan yang baik dan benar, Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja, Terwujudnya administrasi kepegawaian, surat menyurat, arsip, dll yang tertib.
14. Terpenuhinya keamanan pangan produk hasil perikanan
15. Melanjutkan pembangunan daerah yang lebih berdaya saing
Sasarannya :
· Terpenuhinya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, beragam dengan kualitas yang memadai dan tersedianya sepanjang waktu 
· Terjaminnya akses pangan masyarakat didukung dengan sistem distribusi pangan yang baik
· Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan
· Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian
· Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
· Meningkatkan pendapatan dan kesejahtraan petani
	1. Peningkatan kesejahteraan petani
2. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)
3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
4. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
5. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
6. Pengembangan budidaya perikanan.
7. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan melalui pengembangan tanaman hasil hutan bukan kayu.
8. Program pemberdayaan penyuluh
9. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
10. Program pengembangan budidaya perikanan
11. Program pengembangan perikanan tangkap
12. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
13. Program perencanaan dan pengembangan hutan
14. Peningkatan ketahanan pangan
15. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
16. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
17. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ternak
18. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
19. Peningkatan kesejahteraan petani
20. Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan
21. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
22. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan 

	8.
	Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan
	1. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas bumi melalui: (a) ekplorasi untuk menemukan lapangan baru; (b) penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (c) promosi dan penawaran lapangan baru termasuk lapanganhgas konvensional; dan (d) penerapan enhanced oil recovery untuk lapangan produksi.
2. Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara nasional, akan dilakukan dengan: (a) meningkatkan kapasitas infrastruktur gas bumi dan batubara nasional; (b) meningkatkan penggunaan gas bumi untuk transportasi, industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga; (c) memperluas cakupan pelayanan energi terutama daerah yang memiliki potensi sumberdaya energi yang besar; (d) menetapkan kebijakan yang memihak kepentingan dalam negeri; dan (e) mendorong pemanfaatan batubara kalori rendah untuk pembangkit listrik,
3. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan, melalui: (a) meningkatkan kapasitas terpasang  pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun rehabilitasi pembangkit yang sudah ada; (b) memperluas cakupan wilayah pembangunan transmisi listrik  dan penyediaan listrik  untuk pulau-pulau dan desa-desa  terpencil; (c) melakukan konversi sumber energy pembangkit listrik dari BBM menjadi non BBM; (d)  meningkatkan kapasitas infrastruktur energy  dan ketenagalistrikan termasuk mempercepat pembangunan depo BBM diwilayah terpencil dan daerah perbatasan; (e) meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi.
4. Meningkatkan peranan energy baru terbarukan dalam bauran, melalui strategi: (a) menerapkan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong  investasi dibidang energy baru terbarukan; (b) meningkatkan pemanfaatan aneka energy baru terbarukan untuk pembangkit listrik; (c) pemanfaatan energy setempat untuk pemenuhan di daerah terpencil dan terluar; dan (d) meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui fule-blending bio diesel dan bio etanol. 
5. Meningkatkan pengelolaan subsidi energy yang lebih transparan dan tepat sasaran, dengan melakukan: (a) peningkatan pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna; (b) penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi; dan (c) perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima subsidi BBM.
	
	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 
	1. Meningkatnya produktifitas dan kapasitas tenaga listrik, dengan sasaran tersedianya data cakupan listrik.
2. Meningkatnya produktifitas dan kapasitas energy baru dan terbarukan dengan sasaran tersedianya rencana pengembangan energy baru terbarukan dan konservasi energy.
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan air tanah dengan sasaran tersedianya rekomendasi teknis pengelolaan air tanah dan penetapan nilai perolehan air yang tepat.
4. Meningkatnya pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara dengan sasaran terwujudnya pengelolaan pertambangan yang baik dan benar.
5. Terwujudnya produk SDA yang berkualitas, bernilai ekonomis tinggi dan memenuhi standar pasar

	1. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Migas.
2. Pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan.
3. Pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah.
4. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
5. Pemanfatan sumberdaya hutan melalui HTI dan HTR

	9.
	Kemaritiman
	1. Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim
· Meningkatkan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan.
· Meningkatkan sinergi antar institusi pengamanan laut.
· Menyelesaikan penetapan garis batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE.
· Melakukan pengaturan, penetapan, dan pengendalian ALKI  dan menghubungkan dengan alur pelayaran dan titik-titik perdagangan strategis nasional.
· Mengembangkan dan menetapkan tata kelola dan kelembagaan kelautan  untuk mendukung terwujudnya Negara maritim.
·  Meningkatkan kemananan laut dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan terpadu.
· Meningkatkan peran BAKAMLA sebagai satu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut, termasuk pemberantasan illegal fishing dan pengembangan SOP pengawasan di laut.
· Percepatan pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industry nasional dengan menempatkan transportasi laut sebagai tulang punggung system logistic nasional melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai. 
2. Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar
· Penguatan lembaga pengawasan laut, berupa: (a) penguatan dan integrasi system pengawasan berjenjang  dan penguatan kelembagaan pengawas di daerah: (b) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan termasuk PPNS; dan (c) pengembangan system penindakan cepat dan terpadu.
· Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana, berupa: (a) peningkatan peran forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan; (b) mempercepat proses penegakan hukum; (c) mengantisipasi terjadinya tuntutan (pra peradilan, class action, dan perdata); (d) mengamankan dan merawat barang bukti seperti kapal dan alat tangkap; dan (e) mempercepat penanganan dan pemulangan ABK asing yang tertangkap di Indonesia.
· Penguatan sarana Sistem Pengawasan Perikanan, berupa: (a) optimalisasi monitoring, control, and surveillance (MCS) penyelenggaran pengawasan di laut; (b) menambah stasiun pengawas (radar) yang terintegrasi dengan vessel monitoring system (VMS); (c) mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran > 30 GT; (d) meningkatkan frekuensi pengawasan dengan menambah armada kapal patrol: dan (e) memperkuat sarana dan prasarana pengawasan oleh masyarakat dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya.
· Penataan system perijinan usaha perikanan tangkap, melalui: (a) pengembangan aplikasi perijinan elektronik secara terpadu; (b) pembenahan perijinan usaha perikanan di pusat dan daerah: dan (c) meningkatkan upaya penyesuaian system perijinan yang diterapkan secara Internasional.
· Peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan perikanan yang dilakukan melalui pemeriksaan terhadap: (a) ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai ijin yang diberikan; (b) ketaatan nahkoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian Log Book Perikanan; dan (c) menerapkan ketentuan pengelolaan penangkapan ikan melalui Port State Measure (PSM).
3. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan
· Percepatan pengembangan ekonomi kelautan, dengan usaha inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya kelautan.
· Pengembangan industry kelautan, melalui identifikasi kekuatan ekonomi kelautan.
· Pengembangan tol laut dalam mendukung konektifitas dan system logistik.
· Pengembangan kawasan dan potensi baru melalui pengembangan kawasan cepat tumbuh.
	
	1. Pengurangan angka kemiskinan
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

	1. Terpenuhinya infrastruktur kelautan dan perikanan.
2. Teraplikasinya alih teknologi bidang kelautan dan perikanan.
3. Terkendalinya kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan
4. Terkendalinya keamanan laut dan konflik pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
5. Terbentuknya lembaga khusus yang menangani bidang pengawasan dan konservasi SDKP.
6. Tersedianya produk garam yang berkualitas, dan tata niaga garam.
7. Terjaminnya akses pasar
8. Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap sistim pengelolaan perikanan tangkap secara terpadu.
9. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah (Penyeberangan kayangan, pototano, sape, dan lembar).

	1. Pengembangan infrastruktur pelabuhan.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam  pengawasan dan pengendalian SDKP.
3. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut.
4. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
6. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut.
7. Peningkatan pelayanan angkutan laut.
8. Peningkatan/pengembangan angkutan laut.

	10.
	Industri & Iptek
	1. Pengembangan perwilayahan industri yang difokuskan pada 14 Kawasan Industri, 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah.
2. Peningkatan populasi industri, yang diarahkan pada: (a) industry pengolahan hasil bumi menjadi barang yang bernilai tambah tinggi; (b) industry penghasil kebutuhan pasar domestic dan menyerap banyak tenaga kerja; (c) industry penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen dan subassembly; (d) industry yang tumbuh dengan memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global: (e) pembinaan IKM yang terkoneksi dengan Original Equipment Manufacture; dan (f) penciptaan wira usaha baru melalui pembangunan 5 ICT Center.
3. Peningkatan daya saing dan produktifitas, melalui: (a) meningkatkan efisiensi teknis melalui revitalisasi permesinan industry, pembaharuan keterampilan tenaga kerja dan pembinaan klaster industry: (b) meningkatkan penguasaan teknologi dengan merevitalisasi infrastruktur mutu dan kapasitas layanan perekayasaan dan teknologi; (c) meningkatkan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru; (d) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia industry; dan (e) fasilitasi perjanjian dan kerjasama internasional yang dapat meningkatkan dayasaing produk industry nasional.
	
	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	1. Terwujudnya produk SDA yang berkualitas, bernilai ekonomis tinggi dan memenuhi standar pasar
2. Meningkatnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja

3. Meningkatnya kinerja lembaga pelatihan kerja menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi

	1. Pemanfatan sumberdaya hutan melalui HTI dan HTR
2. Pelatihan berbasis sertifikat kompetensi 
3. Bimtek pengelola pelatihan kerja 
4. Akreditasi lembaga-lembaga pelatihan kerja 
5. Pembinaan lembaga pelatihan kerja

	11.
	Pariwisata
	1. Pembangunan destinasi pariwisata.
2. Pemasaran pariwisata nasional.
3. Pembangunan industri pariwisata.
4. Pembangunan kelembagaan pariwisata.
	
	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	1. Terwujudnya produk SDA yang berkualitas, bernilai ekonomis tinggi dan memenuhi standar pasar
2. Meningkatkan efektivitas pemanfataan sumberdaya alam 
    Sasaran :
· Terwujudnya pengembangan destinasi pariwisata
· Terwujudnya promosi dan pemasaran obyek pariwisata
	1. Pemanfatan sumberdaya hutan melalui pengembangan jasa lingkungan wisata alam, air, geopark dan wisata alam lindung.
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Pengembangan Kemitraan
4. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

	12.
	Inovasi dan Teknologi
	1. Peningkatan dukungan Iptek bagi dayasaing produksi barang dan jasa, dilakukan melalui: (a) penyelenggaraan Litbang: (b) layanan perekayasaan dan teknologi dengan focus pada peningkatan kapasitas dan pelayanan: (c) layanan infrastruktur mutu: (d) layanan pengawasan tenaga nuklir: dan (e) fasilitas penguatan kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi.
2. Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya alam maka pembangunan mencakup: (a)  keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya hayati; (b) mendukung eksplorasi sumberdaya nirhayati dengan meningkatkan pengetahuan dan informasi tentang  sumberdaya kelautan, limnology, dan kebencanaan; (c) meningkatkan penguasaan teknologi untuk pemanfaatan satelit penginderaan jauh; dan (d) mitigasi perubahan iklim melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengkajian.  
	
	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	1. Pembangunan ekonomi yang dikondisikan pada peningkatan produktivitas dan daya saing
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya alam
3. Meningkatkan efektifitas pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
    Sasaran :
· Terbentuknya kelompok masyarakat yang mandiri dalam pengelolaan Sumber Daya Alam
· Terlatihnya kelompok masyarakat secara berkesinambungan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam melalui pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat guna
· Tersuluhnya kelompok masyarakat
· Tersedianya data dan informasi berkaitan tentang pengelolaan Sumber daya Alam dan Pemanfaatan serta pengembangan Teknologi Tepat Guna
· Terinventarisasinya hasil–hasil temuan dan pemanfaatan serta pengembangan teknologi tepat guna
· Tersebarluaskanya informasi hasil temuan teknologi tepat guna
· Terlatihnya kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan TTG
· Tersalurkannya hasil–hasil temuan TTG

	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat di perdesaan
2. Pelatihan berbasis sertifikat kompetensi 
3. Bimtek pengelola pelatihan kerja 
4. Akreditasi lembaga-lembaga pelatihan kerja 
5. Pembinaan lembaga pelatihan kerja

	13.
	Ketimpangan Antar Kelompok Masyarakat
	1. Penyelenggaraan perlindungan social yang komprehensif untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penduduk miskin dan rentan melalui bantuan social.
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan melalui pengembangan sector unggulan dan potensi ekonomi local, perluasan akses permodalan dan layanan keuangan mikro, peningkatan kapasitas dan keterampilan praktisi masyarakat, dan optimalisasi asset-aset produksi secara memadai.
3. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, melalui pembangunan infrastruktur dasar wilayah perdesaan dan pemenuhan standar pelayanan minimum sesuai kondisi geografi desa.
4. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial, diperlukan percepatan pembangunan sistem transportasi  multimoda yang andal.  
5. Dukungan Koperasi dan UMKM dalam  Ketimpangan antar kelompok masyarakat :
Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya sang secara global
	
	1. Penurunan angka kemiskinan.
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

	1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah, dengan sasaran:
· Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang.
· Tersedianya sistim jaringan transportasi yang memadai dan terpadu.
· Pembangunan sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi (UPT)

2. Mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sehat kelembagaan dan usaha, memiliki kualitas pengelolaan, administrasi dan permodalan serta memiliki kemandirian yang berperan sebagai motor penggerak dalam perekonomian Daerah maupun Nasional

3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender
Sasaran : 
· Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas.
· Terwujudnya layanan sosial dasar yang bermutu, adil dan terjangkau
· Terwujudnya Generasi Emas 2025 
· Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten
· Tersedianya  sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai
· Terwujudnya perempuan yang professional
· Terwujudnya prestasi olahraga
· Tersedianya layanan sosial bagi penyandang  masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat adat terpencil
4. Menurunkan angka kemiskinan daerah 2 % setiap tahun
Sasaran :
· Tercapainya penunurnan angka kemiskinan daerah 2 % setiap tahun
	1. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
3. Pembangunan jalan desa
4. Pembangunan gorong-gorong
5. Pembangunan Sarana Air Bersih
6. Pembangunan jaringan listrik
7. Program Peciptaan Iklim usaha UMKM yang Kondusif
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UMKM
9. Program  Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
11. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
12. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

	14.
	Pengembangan Wilayah
	1. Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
2. Mempercepat pembangunan system transportasi Multimoda, transportasi yang mendorong penguatan industry nasional untuk mendukung system logistic nasional dan penguatan konektifitas nasional, serta transportasi yang berorientasi local dan kewilayahan.
3. Membangun system dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industry khusus, kompleks industry, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya.
4. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial, diperlukan percepatan pembangunan sistem transportasi  multimoda yang andal.  
	
	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah, dengan sasaran:
· Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang.
· Tersedianya sistim jaringan transportasi yang memadai dan terpadu.
2. Antisipasi perubahan struktur pelayaran dunia khususnya terhadap rute alur-alur pelayaran dan pelabuhan-pelabuhan singgahnya (global hub), sebagai dampak dari dorongan efisiensi yang tidak terbatas dalam perekonomian dunia, dengan sasaran:
· Tersedianya lahan-lahan untuk pelabuhan internasional, kawasan industry internasional, kawasan bisnis internasional, kawasan hunian internasional.
	1. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 
3. Peningkatan pelayanan angkutan.
4. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
5. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.


	15.
	Pengelolaan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah
	1. Peningkatan penetapan APBD tepat waktu.
2. Penyerapan DAK dalam APBD sesuai dengan petunjuk teknis.
3. Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Penetapan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.
5. Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Daerah.
6. Pelaksanaan peningkatan sinergi DPRD dan Pemerintahan Daerah.  
7. Harmonisasi regulasi Pusat-Daerah.
8. Penataan Daerah.
9. Penguatan kapasitas aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan Pemerintahan Daerah.
	
	1. Perbaikan  Pelayanan Publik dan reformasi birokrasi
	1. Meningkatkan sumber pendanaan daerah dengan sasaran tersedianya data dan informasi potensi PAD yang akurat, tersedianya system pelayanan PAD, serta tersedianya dana dari pemerintah, swasta, dan pihak lainnya.
2. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang baik.
3. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu di kecamatan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.
4. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu/Pilpres/Pemilukada.
5. Terwujudnya tapal batas Kab/Kota yang akurat dan akuntabel melalui pelaksanaan pelacakan dan penetapan tapal batas.
6. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
7. Terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang baik.
8. Terwujudnya pengawasan yang professional
9. meningkatkan kapasitas dan kualitas manajerial dan teknis fungsional aparatur
10. Tersedianya dokumen pelayanan administrasi bagi pejabat Negara
11. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
12. Terwujudnya penyelenggaraan Dekon TP yang berkwalitas dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Dekon TP.
13. Terwujudnya stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
14. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
15. Terwujudnya tapal batas Kab/Kota yang akurat dan akuntabel melalui pelaksanaan pelacakan dan penetapan tapal batas.
16. Terwujudnya koordinasi bidang pembinaan wilayah dan penanggulangan bencana.
17. Terwujudnya pengembangan kapasitas daerah
18. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintahan daerah.
19. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berwibaawa, akuntabel melalui evaluasi LPPD Prov. dan Kab/Kota yang terus meningkat peringkatannya.
20. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
21. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang perizinan dan penatagunaan tanah.
22. Terwujudnya upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan tanahan terindikasi terlantar melalui upaya musyawarah berdasarkan kearifan local, mediasi dan penegakan hukum.
23. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pertanahan.
24. Terwujudnya kondisi yang aman dan tertib di bidang pertanahan.
25. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui pelaksanaan pencatatan sipil
(kelahiran,kematian,perpindahan dan datang ).
26. Terwujudnya koordinasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas
	1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
2. Penataan daerah otonomi baru.
3. Pelayanan administrasi pejabat Negara.
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
5. Peningkatan peran gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
6. Peningkatan stabilitas keamanan, ketertiban dan dan perlindungan masyarakat.
7. Pengelolaan dan pengembangan kapasitas daerah.
8. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pengembangan sistim informasi pertanahan.
10. Penataan pemilikan dan pemanfaatan tanah.
11. Penataan administrasi kependudukan.  
12. Penyusunan Standar Satuan Harga.
13. Pengendalian pelaksanaan pembangunan. 
14. Pengkajian teknis pengadaan barang dan jasa.
15. Monev Pembangunan fisik sarana dan prasarana permukiman.
16. Monev Pembangunan fisik sarana dan prasarana perhubungan.
17. Monev Pembangunan fisik sarana dan prasarana SDA.
18. Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi.
19. Pengendalian administrasi pembangunan social budaya
20. Pengendalian administrasi pembangunan lingkungan hidup.
21. Implementasi perpres nomor 54 tahun 2010.
22. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23. Program Penataan daerah otonomi baru (Program Unggulan)
24. Program Pembentukan daerah otonomi baru
25. Program Pelayanan Administrasi Pejabat Negara
26. Program Pelayanan administrasi perkantoran
27. Program Pengembangan sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD
28. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
29. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan  Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
30. Program Peningkatan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah
31. Program Peningkatan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
32. Program Pembinaan tertib administrasi wilayah dan penanggulangan bencana
33. Program Pengelolaan dan Pengembangan kapasitas daerah
34. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
35. Program  Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
36. Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintahan daerah
37. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
38. Program Penataan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
39. Program Pengawasan dan pengendalian pertanahan
40. Program Penataan Administrasi Kependudukan

	16.
	Pembangunan Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal
	1. Daerah Tertinggal
· Pengembangan perekonomian masyarakat.
· Peningkatan aksesibilitas penghubung ke daerah pertumbuhan.
· Peningkatan kualitas SDM dan Iptek.
· Pemenuhan SPM pelayanan dasar publik.
· Pemberian tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian.
· Harmonisasi regulasi.
· Pemberian insentif kepada pihak swasta.
· Pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan.
· Pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi.
2. Kawasan Perbatasan
· Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan Negara yang didukung pembangunan infrastruktur fisik dan sosial.
· Membangun sumberdaya manusia yang handal.
· Membangun konektivitas desa-desa di kecamatan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya dengan simpul transportasi utama di 7 pos lintas Batas Negara.
· Meningkatkan jumlah dan kualitas pos pengamanan perbatasan darat dan pulau-pulau terluar. 
3. Kawasan Strategis
· Pengembangan potensi ekonomi wilayah.
· Percepatan pembangunan konektivitas.
· Peningkatan kemampuan SDM dan Iptek.

	
	1. Penurunan angka kemiskinan
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, antar kota dan antar wilayah, dengan sasaran:
· Tersedianya sistim jaringan transportasi yang memadai.

2. Menciptakan jiwa wirausaha baru di kawasan transmigrasi

3. Mempermudah dan memperlancar mobilitas transportasi di kawasan transmigrasi
4. Meningkatkan sikap mental dan pengetahuan mental spiritual dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat di kawasan transmigrasi
5. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan, pendidikan dan penyuluhan pertanian terhadap masyarakat di kawasan transmigrasi
6. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan, pendidikan dan penyuluhan pertanian terhadap masyarakat di kawasan transmigrasi  
7. Meningkatkan peran swasta untuk berinvestasi di kawasan Transmigrasi (KTM)
8. Meningkatkan koordinasi dan dukungan program /anggaran secara terpadu di kawasan transmigrasi
9. Mengembangkan kawasan transmigrasi dan sekitarnya menjadi kawasan yang mandiri
10. Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana.
Sasaran : 
· Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana
11. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana
12. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana
13. Terwujudnya kawasan tangguh bencana
	· Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
· Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
· Peningkatan pelayanan angkutan.
· Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana jalan/jembatan
· Bimtek Peningkatan Pengawasan kebangsaan
· Bimtek mental spiritual /rohaniawan (da’i)
· Pengembangan Kawasan Transmigrasi menjadi kawasan yang mandiri
· Pemerataan pembangunan
· Penyediaan lapangan kerja di lokasi transmigrasi
· Rapat pokja, KTM
· Rapat koordinasi pertanahan
· Rapat pengendsalian program
· Rapat penyusunan rencana dan program
· Promosi dan kemitraan
· Pemenuhan daya tampung UPT
· Pembangunan transmigrasi baru
· pembangunan permukiman di Kabupaten Lombok tengah dan rumah trans  170 KK
· Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

	17.
	Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan
	1. Perkotaan
· Perwujudan system perkotaan nasional melalui pembangunan konetivitas antar kawasan perkotaan metropolitan dan antar PKN dan PKW.
· Percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan di kawasan metropolitan baru dan kota sedang.
· Pembangunan sarana prasarana dengan menerapkan konsep hijau dan berketahanan untuk mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana di kawasan metropolitan dan kota-kota sedang.
2. Perdesaan
· Pemenuhan standar pelayanan minimum Desa.
· Pemberian pelatihan, bantuan modal, dukungan sarana dan prasarana ekonomi, serta pendampingan kepada rumah tangga kurang mampu dan kecamatan miskin.
· Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan masyarakat desa.
· Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah desa secara berkelanjutan.
3. Peningkatan keterkaitan desa-kota.
4. Mengembangkan system angkutan massal yang modern.
5. Mengembangkan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

	
	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup















































	1. Melanjutkan pembangunan daerah yang lebih berdayasaing, dengan sasaran:
· Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman, tertib, dan aman.
· Terwujudnya peningkatan sarana prasarana mitigasi bencana.
2. Melanjutkan Pembangunan daerah yang lebih berdaya saing Sasarannya :
· Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman, tertib, dan aman
· Terwujudnya peningkatan sarana prasarana mitigasi bencana
3. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, antar kota dan antar wilayah, dengan sasaran:
· Tersedianya sistim jaringan transportasi yang memadai.
4. Pembangunan halte.
5. Menurunkan emisi GRK untuk mendukung pencapaian target nasional 41% tahun 2020. (dengan asumsi 26% upaya nasional dan 15% dukungan international)
6. Meningkatnya kualitas permukiman perkotaan dan perdesaan.

7. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah perkotaan dan perdesaan
8. Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan  serta meningkatkan efektifitas pengembangan Desa dan Kelurahan
9. Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan adat dan kelembagaan sosial budaya masyarakat
10. Meningkatkan efektifitas pengembangan ekonomi masyarakat dan efektifitas pengembangan produksi dan pemasaran hasil Sasaran :
· Terlatihnya aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa dan Kelurahan; tersuluhnya aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan; tersedianya data aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan; terlatihnya anggota BPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  tersedianya rekomendasi pengembangan Desa dan Kelurahan; dan terlatihnya aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset, Penetapan Batas Desa,  dll.
· Terlatihnya pengurus Lembaga Kemasyarakatan secara berkesinambungan; terwujudnya masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan di Desa; tersdianya data profil desa dan kelurahan yang up to date; terlatihnya tenaga Kader Pembagnunan Desa secara berkesinambungan; tersedianya rencana tata ruang Desa dan Kelurahan; terlatihnya Aparatur Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa              (RPJMDes); terbentuknya lembaga adat di Desa dan Kelurahan; terlatihnya pengurus Lembaga Adat di Desa dan Kelurahan; tersedianya dokumen nilai – nilai adat dan sosial budaya di Desa dan Kelurahan; terlatihnya tenaga kader posyandu; dan terlatihnya pengurus dan kader PKK; terlatihnya eks tenaga kerja Indonesia.
· Terlatihnya kelompok pengelola usaha ekonomi masyarakat; tersedianya modal usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif; tersedianya data dan informasi potensi usaha ekonomi produktif masyarakat; terlatihnya pengelola lumbung pangan masyarakat; terlatihnya pengelola pasar desa; terlatihnya pengelola BUMDes/LKM; dan terlaksananya ekspo/promosi produksi usaha ekonomi masyarakat; tersedianya modal bagi BUMDes/LKM
	1. Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
2. Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
3. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat.
4. Subsidi angkutan missal
5. Pembangunan sarana dan sarana perhubungan.
6. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
7. Peningkatan pengendalian polusi.
8. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
9. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
10. Pembangunan sarana dan prasarana umum
11. Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan 
12. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa
13. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
14. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan


	18.
	Tata Ruang dan Pertanahan
	1. Peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR, peraturan perundangan RTR Laut Nasional, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, termasuk RTR KSN Perbatasan dan strategis ekonomi serta RTRWP/K dan RZWP3K.
2. Penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR.
3. Percepatan penyediaan data dukung pelaksanaan ruang yang mutakhir termasuk penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk RDTR 
	
	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	1. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana Sasarannya :
· Terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana
· Terwujudnya rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi.
· Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
· Terwujudnya pemberdayaan PPNS penataan ruang
	1. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
3. Perencanaan Tata Ruang.
4. Pemanfaatan Ruang.
5. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

	19.
	Kepastian Penegakan Hukum
	1. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.
· Untuk meningkatkan kepastian hukum diperlukan perubahan system publikasi pertanahan nasional dari system publikasi negative menjadi pendaftaran tanah system publikasi positif.
2. Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Pemberantasan Korupsi
· Penguatan peraturan perundang-undangan yang mendukung kualitas penegakan hukum.
· Mengefektifkan mekanisme koordinasi penanganan perkara tindak pidana antar instansi penegak hukum.
· Mereformasi lembaga penegak hukum yang diarahkan pada pemberantasan mafia peradilan.
· Meningkatkan keterpaduan system peradilan pidana melalui pembenahan mekanisme penanganan perkara pada lembaga penegak hukum.
· Peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah penyimpanan barang sitaan.
· Peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi pilot project pelayanan mobil terpadu  dibidang imigrasi, hak cipta dan hak paten.
· Revisi peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum.
· Optimalisasi peran KPK
· Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 
3. Memberantas Narkoba dan Psikotropika
· Pencegahan  dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di daerah.
· Diseminasi informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media.
· Penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi.
· Rehabilitasi pada korban penyalahguna dan atau pecandu narkoba.
· Kegiatan intelejen narkoba.
4. Dukungan kepastian penegakan hukum pada  RSJMS :
· Pengembangan dan pembaharuan pelayanan penanganan Napza
· Melanjutkan kemitraan dengan lintas sektoral  dan stakeholder dalam penanganan Napza

5. Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
· Mengadakan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pengumpulan alat bukti dan menghadirkan saksi seperti BPN Provinsi NTB, BPN Kab./Kota dan Biro Umum Setda Provinsi NTB
· Ditandatanganinya Naskah Perjanjian antara pihak Pemerintah Provinsi dengan pihak Kab./Kota dan Pihak Ketiga
· Kerjasama dengan Pemerintah Pusat & Kab./Kota
6. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
· Kerjasana dengan SKPD Teknis & Pejabat terkait
· Kerjasama dengan Depdagri 
· Kerjasama dengan Instansi Vertikal/Kab./Kota
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
· Kerjasama dengan lembaga terkait dan Pemerintah Kab./Kota
· Kerjasama dengan Pusat JDIH dan Pemerintah Kab./Kota
8. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan
· Melaksanakan Rakor Produk Hukum secara berkala
· Konsultasi Teknis dengan Kemendagri
· Koordinasi dengan lembaga terkait

	
	1. Perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
	1. Melanjutkan pembangunan daerah yang lebih berdaya saing Sasarannya :
· Terwujudnya peningkatan kualitas  SDM baik melalui 
· peningkatan pelayanan kesehatan sesuai SPM dan standarisasi nasional,
· penyediaan sarana prasarana kesehatan, dan pemecahan masalah-masalah sosial kemasyarakatan
2. Meningkatkan efektifitas Penanganan Sengketa Hukum
3. Meningkatkan Kualitas Naskah Perjanjian
4. Meningkatkan efektifitas penanganan HAM&HKI
Sasaran :
· Penyelesaian Masalah Hukum yang cepat dan efisien
· Penyelesaian masalah hukum yang berpihak kepada Pemerintah Daerah
· Terbitnya Naskah Perjanjian yang mengikat secara hokum antara pihak yang membuat perikanan
· Terbitnya Naskah Perjanjian yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum
5. Meningkatkan Kualitas Rancangan Produk Hukum
6. Peraturan Daerah
7. Peraturan Gubernur
8. Keputusan Gubernur
Sasaran :
· Terbitnya Produk Hukum  Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta bernuansa HAM
· Terbitnya Produk Hukum Daerah yang Implementatif
9. Meningkatkan efektifitas dan kontinuitas Penyuluhan Hukum
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dokumentasi dan informasi hokum
Sasaran :
· Terlaksananya Penyuluhan Hukum yang efektif dan efisien
· Terlaksananya Penyuluhan Hukum di Kab./Kota se NTB
· Terdokumentasinya Peraturan Perundang-undangan
· Tersedianya Informasi Hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum
11. Meningkatkan Efektifitas dan kontinuitas Pembinaan dan Pengawasan Produk  Hukum Kab./Kota Pulau Sumbawa
12. Meningkatkan Efektifitas dan kontinuitas Pembinaan dan Pengawasan Produk  Hukum Kab./Kota Pulau Lombok
13. Meningkatkan Efektifitas evaluasi Peraturan Bupati/Walikota
Sasaran :
· Teralaskananya Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kab./Kota se Pulau Sumbawa dan Lombok
· Terlaksananya klarifikasi Produk Hukum Kab./Kota se Pulau Sumbawa dan Lombok
· Terevaluasinya Rancangan Peraturan Bupati/Walikota
· Terklarifikasinya Peraturan Bupati/Walikota
14. Meningkatkan efektivitas   penertiban masyarakat dengan sasaran 
15. Terwujudnya rasa aman dan nyaman yang mantap

16. Meningkat kan  kondusi fitas
17. Masyarakat dengan sasaran  Tercegah semakin meluasnya potensi konflik dan gangguan di masyarakat

18. Meningkat kan
19. efektivitas penegak kan
20. perundangundangan daerah dengan sasaran 
21. Terbina dan terawasinya masyarakat, aparatur dan badan hukum secara
22. Optimal
23. Meningkat kan intensitas dan
24. efektivitas penanga nan
25. pelanggaran Perundangundangan daerah dengan sasaran Terselenggaranya
26. penindakan pelanggaran Perda sesuai ketentuan
	1. Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana RS/ RSJ/ RS Paru/RSJ Mata
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/ RS Paru/RS Mata
4. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
5. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
8. Program pemberantasan Penyakit Masyarakat














	20.
	Keamanan dan Ketertiban
	1. Menguatkan Sistim Pertahanan Nasional
· Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019, selaras dengan peningkatan jumlah Alutsista yang akan tiba.
· Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit, dan peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI.
· Pembangunan perumahan dinas untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI. 
2. Membangun Industri Pertahanan Nasional
· Meningkatkan kontribusi industry pertahanan bagi penyediaan dan pemeliharaan Alutsista TNI.
· Meningkatkan kontribusi Litbang Pertahanan dalam menciptakan purwarupa alpalhan TNI.
· Peningkatan peran industry pertahanan dalam negeri, baik produksi Alutsista maupun pemeliharaan.
· Peningkatan produk purwarupa alpalhan. 
3. Membangun Polri Yang Profesional
· Peningkatan profesionalisme personil POLRI.
· Peningkatan pelayanan public.
· Penguatan SDM.
· Peningkatan kesejahteraan personel POLRI.
· Pemantapan manajemen internal POLRI.
· Perbaikan kurikulum dan kualitas diklat POLRI menuju civilian police.
· Peningkatan pelaksanaan Quic Wins dan Quick Responses POLRI.
· Peningkatan kualitas almatsus POLRI.
· Mempertahankan postur personel POLRI dengan pendekatan zero growth.
· Pengembangan kemampuan POLRI dalam rangka kerjasama internasional.
· Pengembangan kemampuan POLRI dibidang kemaritiman.
· Memantapkan system manajemen kinerja Mabes POLRI-POLDA-POLRES-POLSEK.
	
	1. Perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
	
	

	21.
	Politik dan Demokrasi
	1. Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
· Memperkuat diplomasi maritime untuk mempercepat penyelesaian perbatasan  Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritime dan kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumberdaya alam dan ZEE.
· Meningkatkan kesiapan public domestic dan meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
· Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global.
· Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri.
· Menata kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional.
2. Memperkuat Peran Indonesia Dalam Kerjasama Global dan Regional.
· Pemanfaatan kerjasama Indian Ocean Rim Association (IORA) untuk memperkuat kepentingan ekonomi nasional.
· Peningkatan kerjasama ekonomi internasional yang lebih luas dan menguntungkan bagi Indonesia.
· Peningkatan kemampuan identifikasi kepentingan nasional untuk diperjuangkan dalam forum kerjasama ekonomi internasional.
· Peningkatan peran aktif Indonesia dalam perumusan Masyarakat ekonomi ASEAN pasca 2015 yang merupakan kelanjutan dan pendalaman integrasi ekonomi ASEAN. 
3. Meminimalisasi Dampak Globalisasi
· Peningkatan daya saing  perekonomian nasional  dalam rangka implementasi dan memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
· Pemantauan dan pengkajian ulang (review) terhadap perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang telah berjalan maupun yang tengah dalam proses negosiasi.
· Menciptakan keselarasan dan sinergitas antara kebijakan kerjasama ekonomi internasional dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
· Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah dengan kelangan dunia usaha, akademisi, LSM, dan masyarakat.
4. Melanjutkan Konsolidasi Demokrasi Untuk Memulihkan Kepercayaan Publik
· Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi, melalui pengembangan kebijakan yang demokratis
· Meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat.
· Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab dan meningkatkan persatuan dan kesatuan.
· Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi public serta mendorong masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkannya.
· Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme.  

	
	1. Perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
	1. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik, dengan sasaran:
· Terwujudnya suasana politik yang santun dan bertanggungjawab.
· Terwujudnya orpol dan ormas yang aspiratif
	1. Pendidikan politik masyarakat.
2. Pendidikan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

	22.
	Tata Kelola Dan Reformasi Birokrasi
	1. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi  nasional, melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola reformasi birokrasi nasional, penguatan payung hukum reformasi birokrdasi.
2. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis system merit secara konsisten.
3. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis.
4. Peningkatan kualitas implementasi sistim manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses public melalui SAKIP.
5. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pememrintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan dan terintegrasi.
6. Penerapan open government melalui strategi penguatan kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada setiap badan public Negara. 
	
	1. Perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas/ kuantitas data dan informasi sumberdaya teknologi informasi dan komunikasi. 
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan perangkat daerah.
4. Meningkatkan kualitas system dan prosedur ketatalaksanaan.
5. Meningkatkan kualitas serta manfaat hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja secara komprehensif.
6. Meningkatkan kualitas system manajemen kepegawaian yang baik.
Sasaran:
· Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
· Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
· Terwujudnya system pengelolaan kelembagaan, kepegawaian, dan kediklatan mulai dari perencanaan formasi pegawai sampai penentuan nilai jabatan berdasarkan system remunerasi.
· Terselenggaranya system manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
7. Meningkatkan kualitas pelayanan public, dengan sasaran:
· Tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
· Tersedianya akses informasi pembangunan terbaru secara mudah dan murah.
· Tersedianya media komunikasi interaktif bagi masyarakat pedesaan melalui pengembangan kampong media di seluruh kab/kota di NTB.
8. Terwujudnya kepastian karier dan kesejahteraan melalui pembinaan dan pengembangan karier berbasis kompetensi
9. Terwujudnya penguatan kapasitas pengelolaan pemerintah melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola reformasi birokrasi nasional
10. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel
	1. Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
3. Penyusunan dan penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi.
5. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
6. Peningkatan kualitas pelayanan public.
7. Penataan daerah otonomi baru.
8. Pembinaan dan pengembangan aparatur.
9. Percepatan pembangunan.
10. Pengembangan Komunikasi informasi dan Media Massa
11. Kerjasama informasi dengan mass media
12. Pengembangan komunikasi  informasi dan media massa.
13. Kerjasama informasi dengan mass  media.
14. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
15. Program peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
16. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan






4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
1. Urusan Pendidikan 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk mencapai target kinerja urusan pendidikan yang diiringi dengan peningkatan anggaran setiap tahunnya telah memberikan dampak yang cukup baik terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi NTB. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi NTB masih menghadapi berbagai isu strategis, yaitu :
1. Rata-rata lama sekolah masih dibawah standart Nasional (belum genap kelas 7).
2. APM SMA sederajat masih dibawah 100%.
3. Masih adanya siswa kurang mampu yang belum menerima bantuan beasiswa dari pemerintah 
4. Mempertahankan kemampuan warga yang sudah dibelajarkan untuk mampu baca tulis 
5. Meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
Untuk mengatasi isu sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2016 mengambil langkah-langkah strategi dan arah kebijakan yaitu :
1. Meningkatkan APK/APM dan APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Penurunan Angka Drop Out (DO) dan Peningkatan Melek Huruf.
3. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik.
4. Meningkatkan Tingkat Partisipasi Pendidikan, melalui upaya :
a. Program wajib belajar 9 Tahun dan rintisan Wajar 12 Tahun (Pendidikan Universal).
b. Peningkatan APK, APM dengan melanjutkan Pemberian Beasiswa Miskin SD/MI pada 10 kab/kota.
c. Penurunan Angka Drop Out dengan melanjutkan Pemberian Beasiswa Miskin SMP/MTS pada 10 kab/kota.
d. Peningkatan Mutu pendidikan dengan Peningkatan Kualifikasi Guru SD, SMP.
e. Peningkatan APK, APM dan Penurunan Angka Drop Out dengan melanjutkan Pemberian Beasiswa Miskin SMA/MA/SMK pada 10 kab/kota.
f. Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Pemberian Bantuan Alat Peraga Edukasi dalam untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 10 kab/kota.
g. Peningkatan Mutu pendidikan melalui Pemberian Bantuan Alat Peraga Edukasi luar untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 10 Kab/kota.
h. Peningkatan Mutu dengan kualifikasi guru PAUD Formal (Taman Kanak-Kanak)
i. Peningkatan Melek Huruf melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
j. Peningkatan Melek Huruf melalui Kegiatan Penuntasan Keaksaraan Fungsional (KF Dasar), Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
k. Pemberdayaan Masyarakat untuk Kecakapan hidup dengan kursus pelatihan yang selaras dengan dunia kerja.

Adapun program prioritas urusan Pendidikan Tahun 2016 meliputi :
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 
2. Program Pendidikan Menengah 
3. Program Pendidikan Non Formal (Dikpora, BPKBM
4. Program Managemen Pelayan Pendidikan
5. Program Sinkronisasi dan koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional
6. Program Peningkatan Iman dan Taqwa
7. Program Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan RSBI/SBI
8. Program Peningkatan Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (BTKP
9. dan Pendidikan Tinggi
10. Program Pendidikan PAUD Non Formal dan Informal
11. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan. (Biro Kesra
Target kinerja urusan pendidikan tahun 2016, adalah:
1. Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah (7,40 Tahun)
2. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) 
3. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) 
4. Menurunnya Angka Putus Sekolah
5. Meningkatnya Angka Melek Huruf
6. Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah

2. Urusan Kesehatan
Setelah keberhasilan pencapaian indikator yang diraih selama kurun waktu 2009-2014, urusan kesehatan masih menghadapi berbagai isu strategis yaitu :  
1. Masih  tingginya prevalensi kurang gizi dan stunting. 
2. Masih tingginya jumlah kematian ibu dan kematian bayi. 
3. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar. 
4. Masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular 
5. Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan strategis serta belum  optimal dalam penempatannya. 
6. Masih belum optimalnya sistem informasi kesehatan.
7. Meningkatnya jumlah penderita HIV-AIDS dan korban NAPZA. 
8. Pelayanan RSU Pemerintah belum optimal dan kurang berdaya saing 
9. Penanganan dan pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melaluii Jaminan kesehatan Nasional (JKN) belum optimal. 
Untuk mengatasi berbagai isu strategis tersebut diatas, Pemerintah Provinsi NTB telah mengambil langkah strategi  dan  arah  kebijakan dalam urusan kesehatan dengan penyusunan dan pemantapan regulasi serta memfokuskan upaya-upaya yang dapat mendorong :
1. Peningkatan status gizi, terutama penanganan balita kurang gizi dan stunting; 
2. Percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan  kematian bayi; 
3. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar;
4. Pencegahan dan pengendalian  penyakit menular dan tidak menular; 
5. Peningkatan mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan terutama tenaga kesehatan strategis.
6. Perbaikan dan pengembangan sistim informasi kesehatan;
7. Pembinaan secara berjenjang dari tingkat puskesmas sampai dengan Provinsi, meningkatkan Surveilances dan peningkatan upaya Preventif dan Promotif dalam program penanggulangan HIV-AIDS dan BNAPZA
8. Peningkatan sumber daya dan mutu  pelayanan kesehatan. 

Adapun program prioritas urusan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Tahun 2016 meliputi :
1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 
2. Program perbaikan gizi masyarakat 
3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 
4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Dikes, Biro Kesra
5. Program upaya kesehatan masyarakat (RSJ, BKMM, Balabkesmas P. Lombok Balabkesmas P. Lombok
6. Program pengembangan lingkungan sehat 
7. Program sumber daya kesehatan
8. Progrm Obat dan perbekalan Kesehatan (Dikes, RSU Manambai HL. Abdul Kadir, Balabkesmas P. Sbw, BKMM, Balabkesmas P. Lombok
9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
10. Program kebijakan dan manajemen kesehatan. RSJ
11. Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV dan AIDS (Biro Kesra
12. Program Pengadaan  peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata (RSJ, RSU, RSU Manambai HL. Abdul Kadir, BKMM
13. Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata (RSJ, RSU, RSU Manambai HL. Abdul Kadir, BKMM
14. Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD (RSJ, RSU
15. Program Standarisasi Pelayanan RS (RSJ, Balabkesmas P. Lombok, 
16. Kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia
17. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (BKMM,
18. Program Pendidikn Tenaga Kesehatan (BKMM
19. Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Laboratorium Kesehatan (Balabkesmas P. Lombok

Target kinerja urusan kesehatan tahun 2016, adalah:
1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup diatas 65,90 tahun
2. Menurunnya Prevalensi Gizi Buruk dibawah 16%
3. Meningkatnya Cakupan Jamban Keluarga diatas 76%
4. Terkoordinirnya program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, mewabah 
5. Terwujudnya sistim penanggulangan peredaran Narkoba (Biro kesra
6. Terlaksananya pencegahan dan pencegahan HIV dan AIDS (Biro kesra

3. Urusan Pekerjaan Umum
Keberhasilan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum diukur melalui indikator kinerja yaitu: tingkat kemantapan jalan, pengelolaan sumber daya air dan perluasan cakupan air bersih serta TPA regional. Progres pencapaian indikator kienerja tersebut sampai tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang baik, khususnya tingkat kemantapan jalan dimana Pemerintah Pusat memberikan penghargaan kepada Provinsi NTB sebagai provinsi ketiga terbaik dalam penanganan percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi. Dilanjutkan dengan Program Percepatan Penanganan Jalan Provinsi Tahap II melalui Hibah AusAID-IINDI dengan pola pembiayaan tahun jamak dari Tahun 2013-2018. Adapun isu strategis urusan pekerjaan umum tahun 2016 adalah :
1. Kondisi jaringan jalan masih belum optimal dalam mendukung pengembangan kawasan potensial dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Kualitas dan kapasitas pelayanan dasar masyarakat terhadap air bersih/air minum belum menjangkau seluruh penduduk, serta belum tertatanya dengan baik lingkungan permukiman masyarakat.
3. Menurunnya kapasitas dan kualitas pelayanan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air irigasi dan air baku.
4. Kualitas bahan bangunan untuk konstruksi bangunan pemerintah maupun swasta masih ada yang belum sesuai standar/baku mutu yang dipersyaratkan.  

Untuk mengatasi isu di atas, maka strategi  pelaksanaan  dan  arah  yang diambil adalah :
1. Pengalokasian dana yang memadai untuk program WISMP sampai dengan tahun 2016.
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (hibah Australia/PRIM-INDII)
3. Lanjutan Pembangunan Islamic Center
4. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
5. Pengembangan rumah tidak layak huni
Program prioritas  urusan pekerjaan umum tahun 2016 adalah :
1. Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
2. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
3. Program pengendalian banjir;
4. Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya;
5. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; rawa dan jaringan pengairan lainnya;
6. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
7. Program pembangunan jalan dan jembatan
Target kinerja  urusan pekerjaan umum tahun 2016 adalah :
1. Terbangunnya jalan provinsi.
2. Terpeliharanya tingkat kemantapan jalan provinsi.
3. Tersusunnya sistem informasi/data base jalan dan jembatan.
4. Terlaksananya OP dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan provinsi se NTB.
5. Terhindarnya permukiman/areal pertanian dari longsor dan ancaman banjir se-NTB.
6. Terlaksananya manajemen pengelolaan SDA berbasis Wilayah Sungai dan irigasi partisipatif melalui program WISMP 2
7. Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
8. Terbangunnya infrastruktur dan penataan lingkungan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh.
9. Tersusunnya Raperda dan materi teknis RDTR KSP di 10 Kabupaten/Kota se-NTB.

4. Urusan Perumahan
Salah satu ciri umum masyarakat yang miskin adalah tidak memiliki prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman yang memadai, kualitas lingkungan kumuh dan tidak layak huni. Begitu pula halnya di Provinsi NTB, isu strategis urusan perumahan tahun 2016 adalah : 
1. Masih rendahnya kualitas perumahan serta belum meratanya pemenuhan kebutuhan rumah dan lingkungan yang layak huni (sehat, harmonis dan berkelanjutan). 
Strategi pelaksanaan dan  arah kebijakan urusan perumahan tahun 2016 adalah :
1. Melanjutkan program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu, 
2. Mengembangkan rumah sederhana sehat, 
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
Program prioritas urusan perumahan tahun 2016 adalah :
1. Program pengembangan perumahan
2. Program penanganan rumah kumuh
Target kinerja urusan perumahan tahun 2016 adalah :
1. Terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana untuk meningkatkan lingkungan dan rumah layak huni se-NTB.

5. Urusan Penataan Ruang
Indikator capaian kinerja pada urusan penataan ruang adalah tersedianya regulasi di bidang penataan ruang berupa Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dimana pada tahun 2012 tercapainya seluruh target 2013 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB 2009-2013. Adapun isu strategis urusan penataan ruang tahun 2016 yaitu :
1. Belum selaras dalam konteks hubungan yang hirarkis penyelenggaraan penataan ruang kawasan wilayah di Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi 3 aspek ruang yakni perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja pada urusan penataan ruang dilaksanakannya program-program pokok, yaitu:
1. Program Perencanaan Tata ruang
2. Program Pemanfaatan Ruang
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Target kinerja urusan penataan ruang tahun 2016 adalah :
1. Terbentuknya Perda RDTR KSP Mataram Metro
2. Tersusunnya Raperda dan materi teknis RDTR KSP di 10 Kabupaten/Kota se-NTB

6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Isu Strategis:
1. Pengelolaan basis data belum terpadu 
2. Koordinasi perencanaan pembangunan belum optimal
3. Konsistensi rencana program/kegiatan dengan penganggaran program/kegiatan pembangunan belum terlaksana secara optimal
4. Rencana pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur belum terpadu/berbasis tata ruang 
Arah Kebijakan: 
1. Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah 
2. Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan 
3. Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ
4. Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan 
Program Prioritas:
1. Program Pengembangan data/informasi 
2. Program kerjasama pembangunan 
3. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 
4. Program perencanaan pengembagan kota-kota menengah dan besar 
5. Program perencanaan pembangunan daerah 
6. Program perencanaan pembangunan ekonomi 
7. Program perencanaan sosial dan budaya 
8. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam 
Target Kinerja:
1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan 
2. Tersedianya dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ yang berkualitas 
3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal 

7. Urusan Perhubungan
Keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan terukur melalui indikator kinerja : maskapai dan frekuensi penerbangan domestik dan internasional yang melayani rute Nusa Tenggara Barat; serta interkoneksi angkutan umum antar simpul transportasi. Perkembangan kinerja urusan perhubungan sampai tahun 2014 menunjukkan hasil yang baik, antara lain bertambahnya maskapai dan frekuensi penerbangan yaitu terdapat 3 maskapai penerbangan internasional (PT. Silk Air, PT. Air Asia dan PT. Jet Star) yang melayani rute Lombok – Singapore, Lombok – Kuala Lumpur, Lombok – Johor Baru dan Lombok – Perth. Untuk rute penerbangan nasional/domestic dilayani oleh 6 maskapai penerbangan (PT. Garuda Indonesia, PT. Air Asia Indo, PT. Lion Air, PT. Wings Air, PT. Citilink dan PT. Travira Air) dengan total 44 Flight atau 88 pergerakan pesawat.  Sedangkan untuk Interkoneksi Angkutan Umum Antar Simpul Transportasi, sebagai dukungan terhadap pencapaian indikator pada tahun 2012 telah disusun DED Interkoneksi Angkutan Umum, dalam DED terdapat 9 (Sembilan) koridor angkutan masal yang akan dioperasikan untuk melayani transportasi darat di kawasan Pulau Lombok, untuk pembangunan fisik berupa halte pada masing-masing koridor telah mulai dianggarkan pada tahun 2015. Namun urusan perhubungan masih menghadapi isu strategis yaitu : 
1. Kurang tegasnya penegakan hukum oleh para aparatur
2. Masih rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan
3. Belum adanya kepastian status hukum masalah kendaraan angkutan ojek
4. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas
5. Masih tingginya overloading angkutan barang.
6. Adanya terminal bayangan yang beroperasi di setiap terminal
7. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi
8. Kerjasama dan konektivitas antar wilayah
9. Pembangunan Bandar Kayangan (Global Hub Port)
10.  Proyeksi Baseline : Emisi Subsektor Transportasi Provinsi NTB akan bertambah dari 775,27 ribu ton CO2eq pada tahun 2010 menjadi 1314,27 ribu ton CO2eq atau meningkat 70 % pada tahun 2020.
Dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan maka di dirumuskanlah beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan urusan perhubungan yaitu: 
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara 
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia perhubungan 
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan darat, laut dan udara dan 
 Dalam rangka operasionalisasi kebijakan umum mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa, kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir, urusan Perhubungan menjalankan 6 program prioritas tahun 2016 yaitu:
1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;
3. Program peningkatan pelayanan angkutan;
4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
6. Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi.
Adapun target kinerja urusan perhubungan tahun 2016 adalah :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; 
2. Terpasangnya pagar keliling di Jembatan Timbang;
3. Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ seperti: jembatan timbang, terminal/pelabuhan dan fasilitas keselamatan LLAJ;
4. Tersedianya sarana dan prasarana Perhubungan laut dan Fasilitas Penunjang Operasional Pelabuhan;
5. Tersedianya Halte;
6. Terbangunnya Tipe B Tanjung, jembatan penyeberangan ruas jalan by pass dan lanjutan dermaga Telong-elong;
7. Terpasangnya Rambu lalu lintas pada jalan Provinsi sebanyak 250 unit di 5 lokasi;
8. Terpasangnya Marka jalan sepanjang 2.400 m2 di 6 lokasi;
9. Terpasangnya pagar pengaman jalan sepanjang 1.200 m’ di 4 lokasi;
10. Terpasangnya alat pengendali isyarat lalu lintas sebanyak 5 unit di 5 lokasi;
11. Terpasangnya lampu penerangan jalan umum di ruas jalan provinsi sebanyak 30 unit;
12. Terpasangnya warning light pada jalan provinsi sebanyak 10 unit di 2 lokasi.
13. Terpasangnya paku jalan pada jalan provinsi sebanyak 1000 buah;
14. Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.

8. Urusan  Lingkungan Hidup
Indikator mata air terlindungi yang terkait erat dengan urusan Lingkungan Hidup merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan dan pelestarian mata air pada kawasan-kawasan sumber mata air yang perlu dilindungi, baik pada mata air yang masih berfungsi maupun mata air yang tidak berfungsi akibat kondisi lingkungan yang makin kritis. Selain itu indeks kualitas lingkungan hidup yang terdiri atas kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan lahan merupakan tolak ukur untuk menentukan kualitas lingkungan hidup pada suatu daerah.
Isu strategis urusan lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup, sehingga arah dan strategi kebijakan urusan lingkungan hidup tahun 2016, adalah sebagai berikut:
1. Kualitas lingkungan hidup
2. Pencemaran air, udara dan tutupan vegetasi
3. Penangan kasus lingkungan (tata lingkungan)
4. Kurangnya desiminasui hasil penelitian
5. Belum terselesaikannya bangunan fisik laboratorium

Adapun program prioritas urusan lingkungan hidup tahun 2016 adalah :
1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 
2. Program penelitian dan pengkajian tercnologi terapan
3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam,
4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Target kinerja urusan lingkungan hidup tahun 2015 adalah :
1. Terwujudnya efektifitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Terwujudnya pengelolaan persampahan yang efektif dan efisien
3. Meningkatnya kinerja dalam pengelolaan perlindungan dan Konservasi SDA
4. Meningkatnya Peran Masyarakat tentang pelestarian lingkungan hidup
5. Peningkatan Kemampuan aparat (SDM) dalam koordinasi dan pembinaan RTH
6. Terbangunnya seluruh Gedung Laboratorium Lingkungan beserta fasilitas pendukungnya.

9. Urusan Pertanahan
Isu Strategis:
1. Fasilitasi dan pendataan perizinan serta penatagunaan tanah belum optimal 
2. Pengawasan dan pengendalian bidang pertanahan belum maksimal 
Arah Kebijakan: 
1. Program Inventarisasi dan fasilitasi aparatur serta masyarakat yang diarahkan pada pencegahan penanganan masalah tanah terlantar dan konflik 
2. Program Investigasi dan mediasi masalah pertanahan 

Program Prioritas:
1. Program Inventarisasi dan fasilitasi aparatur serta masyarakat yang diarahkan pada pencegahan penanganan masalah tanah terlantar dan konflik 
2. Program Investigasi dan mediasi masalah pertanahan 
3. Program pengembangan sistem informasi pertanahan 
4. Program penataan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 
5. Program pengawasan dan pengendalian pertanahan 
 
Target Kinerja:
1. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang perizinan dan penatagunaan tanah
2. Terwujudnya upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan tanah terindikasi terlantar melalui upaya musyawarah berdasarkan kearifan lokal, mediasi dan penegakan hukum
3. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pertanahan
4. Terwujudnya kondisi yang aman dan tertib di bidang pertanahan 

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Salah satu capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil adalah pelaksanaan penerapan e-KTP di seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Walaupun seluruh  kabupaten/kota telah melaksanakan e-KTP, namun masih ada isu strategis yang dihadapi urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu belum tersedianya data kependudukan yang valid. Untuk itu, strategi pelaksanaan dan arah kebijakan yang diambil pada tahun 2016 adalah dengan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan serta meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
Program prioritas urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2016 adalah :
· Penataan Administrasi Kependudukan.

Target kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil tahun 2016 adalah :
· Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (<1,28%)

6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Isu strategis BP3AKB Provinsi NTB tahun 2016 adalah:
1. Meningkatkan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan pelayananan penanganan korban kekerasan
3. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian bayi (AKB)
4. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak dan meningkatkan kualitas keluarga 
5. Mendewasakan usia perkawinan pertama perempuan
Untuk mengatasi isu tersebut, maka strategi  pelaksanaan  dan arah kebijakan yang diambil terkait  urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana tahun 2016 adalah: 
1. Meningkatkan keserasian mekanisme Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kemampuan serta kemandirian perempuan.
2.  Meningkatkan kualitas hidup anak dan perempuan dengan indikator kinerja yaitu Gender Development Indeks (GDI) dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya yang dilakukan antara lain : sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender, advokasi dan koordinasi pelaksanaan PUG, pembinaan tenaga kerja wanita serta menyusun buku panduan bagi calon pengantin.
3. Meningkatkan kualitas keluarga dengan indikator kinerja yaitu laju pertumbuhan penduduk dan Tingkat Kelahiran Total (TFR). Upaya yang dilakukan antara lain: pelatihan/refreshing bagi kader posyandu, pembinaan KB dan promosi layanan KIE dan KHIBA.
4. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian kelembagaan keluarga.
5. Meningkatkan usia perkawinan pertama dengan indikator usia kawin pertama perempuan. Upaya yang dilakukan antara lain : advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja, konseling KB serta penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV-AIDS.

Adapun program prioritas urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 meliputi :
1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. (BP3AKB, Biro Kesra
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Target kinerja urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana tahun 2016 adalah:
1. Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
2. Keluarga Berencana
3. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Pemenuhan hak-hak anak

7. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Isu strategis urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun 2016, antara lain: 
1. Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-hak reproduksi, fungsi keluarga.
2. Menurunnya jumlah akseptor KB. 
3. Menurunnya dukungan dan komitmen Pemda untuk kesuksesan program KB
4. Berkurangnya jumlah penyuluh lapangan KB 
Adapun program prioritas urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun 2016 adalah :
1. Program Keluarga Berencana.
2. Program kesehatan reproduksi remaja.
3. Program pelayanan kontrasepsi.
4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
5. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.


Target kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun 2015 adalah:
1. Meningkatnya Usia Kawin Pertama Perempuan diatas usia 21 tahun
2. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk dibawah 1,28%
3. Menurunnya Tingkat Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR) dibawah 2,2 orang


8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Berbagai capaian kinerja yang telah diraih dalam urusan kepemudaan dan olahraga seperti penempatan Sarjana Penggerak Pembangunan, Bakti Pemuda Antar Provinsi, pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda serta prestasi olah raga menunjukkan perkembangan yang semakin baik setiap tahunnya. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2016 masih menghadapi beberapa isu strategis dalam urusan kepemudaan dan olahraga yaitu:
1. Minimnya pendidikan dan pelatihan di daerah untuk meningkatkan keterampilan pemuda.
2. Kurangnya event olahraga yang diikuti oleh atlet binaan di daerah
Adapun langkah-langkah strategi dan arah  kebijakan yang diambil untuk mengatasi isu tersebut adalah:
1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan pemuda.
2. Meningkatkan event olahraga yang diikuti oleh atlit  binaan yang berskala nasional maupun regional sehingga membuat atlit tidak menjadi jenuh pada saat latihan.
Adapun program prioritas urusan kepemudaan dan olah raga tahun 2016, adalah:
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2. Program Pembinaan dan Peran Serta Kepemudaan (Dikpora, Biro Umum, Biro Kesra
3. Program Pembinaan dan Kemasyarakatan Olah Raga
4. Program Peningktan Sarana dan Prasarana Olah Raga(BPPSPO
Target kinerja urusan kepemudaan dan olah raga tahun 2016, adalah:
1. Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda  
2. Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
3. Terpilih, terbinanya pemuda yang mempunyai kreatifitas  

9. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 
Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selama kurun waktu 2009-2013 menunjukkan kinerja yang cukup baik, bahkan beberapa indikator kinerjanya melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Namun di tahun 2015, urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri masih menghadapi isu strategis terutama yang terkait dengan lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, sedangkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain: 
1. Masih terjadi konflik horizontal  antar kampung dan intern agama.
2. Tidak semua parpol melaporkan pembentukan dan keberadaannya
3. Belum optimalnya pengawasan terhadap keberadaan orang asing  di NTB.
4. Belum terbinanya ormas/LSM dengan baik
5. Rasa kebangsaan dikalangan pemuda/ mahasiswa semakin tipis
6. Semakin memudarnya nilai kearifan lokal sebagai sebuah nilai terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan kolektif dan perbedaan.
7. Kuantitas dan kualitas SDM dan PPNSD dalam penanganan trantibum , penegakan perda dan perlindungan masyarakat  masih terbatas 
8. Koordinasi pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan trantibum wilayah tugas masing-masing belum optimal.
9. Sosialisasi Perda dan Peraturan Gubernur berkenaan dengan upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban umum masih belum optimal dilakukan.
10. Gangguan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan konflik social serta isu provokatif yang semakin komplek dan variatif 
11. Pelanggaran Perundang-undangan daerah masing sering terjadi 
Untuk mengatasi isu, permasalahan dan tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah strategi dan arah kebijakan yang meliputi : penegakkan supremasi hukum, reformasi birokrasi dan pemerintahan, memantapkan otonomi daerah serta pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui :
1. Supremasi hukum dan good governance.
2. Penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal.
3. Pengawasan melekat kepada aparatur pemerintah dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dan pelanggaran belum ditangani secara optimal.
Adapun program prioritas urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2016, adalah:
1. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. (Baksbangpoldagri
2. Program Pengembangan wawasan kebangsaan. (Baksbangpoldagri, Satpol PP, Biro Kesra
3. Program Kemitraan Pengembangan Wasawan Kebangsaan (Bakesbangpoldari
4. Program Pendidikan politik masyarakat. (Bakesbangpoldari, Biro Kesra
5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (Bakesbangpoldari, Satpol PP
6. Pendidikan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
7. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
8. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat) (Satpol PP
9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 
10. Program Reformasi Birokrasi (Satpol PP
Target pelaksanaan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2016, adalah:
1. Menurunnya konflik vertikal dan konflik horizontal.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik (> 70%)
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan
4. Terkoordinirnya asset peradaban budaya daerah 
5. Termonitornya perkembangan politik masyarakat 

10. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan oleh beberapa SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yaitu Inspektorat, BKD dan Diklat, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, Biro Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Korpri dan Sekretariat DPRD. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian masih menghadapi beberapa isu strategis di tahun 2016, meliputi: 
1. Pengembangan dan pembinaan pola karier serta kesejahteraan aparatur berbasis kompetensi masih dirasakan kurang. 
2. Kapasitas dan kualitas kemampuan manajerial tingkat dasar dan pimpinan serta teknis fungsional aparatur pemerintah belum optimal; 
3. Administrasi mutasi kepegawaian yang belum maksimal; 
4. Ketepatan data dan informasi kepegawaian yang belum tertata dengan baik; 
5. Data dan informasi kemampuan kompetensi calon pejabat / pejabat masih belum terpetakan dengan baik; 
6. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan disiplin kerja; 
7. Sarana dan prasarana kediklatan yang belum memenuhi standar kebutuhan. 
8. Pembahasan Rancangan Perda/Rancangan Perda inisiatif DPRD tidak semua dapat ditetapkan menjadi Perda. 
9. Berdasarkan rekapitulasi data Inspektorat Provinsi NTB sampai dengan semester I tahun 2015, jumlah temuan seluruh SKPD Provinsi NTB dan SKPD Kab/Kota baik yang di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi NTB, total temuan sebanyak 6.021 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 8.813. persentase tindak lanjut yang sudah selesai yaitu 66,79%. 
10. Penyusunan RKA seringkali tidak mengacu pada standar satuan harga 
11. Proses pelelangan masih kurang efektif
12. Kurangnya keterbukaan dan koordinasi SKPD Provinsi dalam pelaksanaan program kegiatan
13. Masih adanya kegiatan yang sudah terselesaikan namun belum termanfaatkan 
14. Kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
15. Pelayanan ke anggota belum memadai. 
16. Kinerja dan kenyamanan kerja belum optimal. 
17. Belum optimalnya pelaksanaan Sumber Daya Aparatur. 
18. Belum optimalnya  pelaksanaan Olah Raga, seni dan Budaya. 
19. Belom optimalnya  pelayanan keagamaan. 
20. Penataan Daerah belum optimal 
21. Penerapan SOP pelayanan administrasi bagi Kepala/Wakil Kepala Daerah belum optimal 
22. Sarana dan prasaran pendukung kerja masih kurang 
23. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM aparatur 
24. Fasilitasi penyelesaian batas daerah belum optimal 
25. Kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah belum optimal 
26. Fasilitasi dan pendataan perizinan serta penatagunaan tanah belum optimal 
27. Pengawasan dan pengendalian bidang pertanahan belum maksimal 
28. Fasiliasi pembinaan dan koordinasi pelayanan adamnistrasi kependudukan dan catatan sipil   belum maksimal 
29. Belum maksimalnya sosialiasi beberapa regulsi bidang kependudukan yang baru 
30. Produksi budidaya dan olahan kurang memberikan kontribusi bagi PDRB 
31. Peranan Perusahaan Daerah dan BUMD dalam pembangunan daerah kurang optimal 
32. Perusahaan Daerah dan Badan Usaha milik Daerah (BUMD) belum maksimal dalam  memberikan PAD bagi daerah. 
33. Tingginya harga kebutuhan pokok masyarakat pada bulan-bulan tertentu
34. Pelaksanaan layanan publikasi dan reformasi belum efektif, efisien dan akuntabel
Sebagai jawaban atas isu strategis Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2016 sebagai berikut :
6. Peningkatan koordinasi terkait penyelenggaraan urusan kepegawaian dan kediklatan baik internal organisasi, dinas / badan / biro / UPTD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal di wilayah Provinsi NTB maupun lembaga penyelenggara urusan kepegawaian dan kediklatan di tingkat pusat;
7. Intensifikasi konsultasi dan konsolidasi penyelenggaraan urusan kepegawaian dan kediklatan secera bertahap dan kontinyu;
8. Penguatan fasilitasi penyelenggaraan urusan kepegawaian dan kediklatan baik di tingkat SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten / Kota se-NTB maupun tingkat Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan;
9. Peningkatan promosi dan kerjasama terkait pelaksanaan uji kompetensi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota se-NTB maupun dengan pihak lainnya;
10. Pemantapan regulasi terkait penyelenggaraan urusan kepegawaian dan kediklatan;
11. Peningkatan dan pemanfaatan sarana dan parasarana seoptimal mungkin dan sesuai standar kebutuhan.
12. Permasalahan masih kurangnya akuntabilitas pelaksanaan birokrasi pemerintahan daerah menjadi salah satu poin penting dalam melaksanakan dan mendukung program reformasi birokrasi pemerintahan daerah yang menjadi visi pembangunan provinsi NTB. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya pengendalian internal pemerintah daerah. 
13. Meningkatkan pelayanan keanggota KORPRI
14. Meningkatkan kinerja dan kenyamanan kerja. 
15. Mengoptimalkan pelaksanaan Sumber Daya Aparatur.
16. Mengoptimalkan pelaksanaan Olah Raga, seni dan Budaya.
17. Mengoptimalkan pelayanan keagamaan
18. Melaksanakan sosialisasi pentingnya penggunaan standar satuan harga sebagai bahan penyusunan perencanaan anggaran
19. Melaksanakan klinis penetapan paket lelang dan pengendalian di lapangan
20. Menyusun draft SE Gubernur tentang percepatan pelaksanaan pembangunan
21. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi dengan SKPD
22. Melakukan koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota se NTB
23. Melaksanakan pengawasan internal secara berkala.
24. Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan. 
25. Mengevaluasi secara berkala hasil temuan pengawasan. 
26. Mengadakan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. 
27. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang undangan. 
28. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang undangan. 
29. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan dan publikasi peraturan perundang undangan. 
30. Kajian peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan Perundang-Undangan  Daerah, 
31. Meningkatkan intensitas kegiatan informasi dan promosi potensi wisata, seni dan budaya daerah NTB di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dengan menjalin koordinasi dan  kerjasama yang baik dan terorganisir dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-NTB. 
32. Memenuhi kebutuhan jumlah kamar bagi tamu Wisma/Mess NTB yang siap pakai, kendaraan dinas yang baik serta pelayanan tamu yang berkualitas. 
33. Memaksimalkan peran dan fungsi Kantor Penghubung NTB sebagai duta daerah di Jakarta dalam mencari informasi terkait lembaga-lembaga donor/penyedia bantuan untuk mendukung program pembangunan daerah NTB. 
34. Meningkatkan efisiensi kerja dan produktifitas pegawai untuk mempersiapkan peningkatan status eselonering. 
35. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya teknologi, informasi dan komunikasi
36. Mendorong Pengembangan Sistim Informasi dan komunikasi

Adapun program prioritas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Tahun 2016 adalah :
1. Program Kualitas Sumber Daya Aparatur memadai.
2. Program Kualitas Pelayanan Aparatur.
3. Program Kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap pemahaman Alqur’an.
4. Program Kualitas kesejahteraan dan Sumber Daya Aparatur memadai.
5. Program Sosialisasi, fasilitasi, koordinasi otonomi daerah yang diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah 
6. Program Koordinasi sistim pelayanan prima
7. Program Konsolidasi penguatan kualitas layanan tata usaha biro
8. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Biro Pem
9. Program Membangun sistem koordinasi kerja dan pembinaan dalam rangka peningkatan 
10. Program kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang kamtib dan linmas
11. Program Investigasi pembinaan wilayah dan penanggulangan bencana
12. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Satpol PP
13. Program Koordinasi dan konsultasi pengembangan kapasitas daerah
14. Program Mediasi dan fasilitasi bagi SKPD/Kab/Kota
15. Program Sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintah daerah
16. Program Pelayanan Adminitrasi Pejabat Negara (Biro Pem
17. Program Inventarisasi dan fasilitasi aparatur serta masyarakat yang diarahkan pada pencegahan penanganan masalah tanah terlantar dan konflik
18. Program Investigasi dan mediasi masalah pertanahan
19. Program Fasilitasi administrasi pelayanan bidang kependudukan dan catatan sipil. 
20. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan; (BKD, Biro Pem
21. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (BKD, Biro Organsasi
22. Program Pendidikan Kedinasan; (BKD
23. Program Peninkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BKD
24. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH. (Inspektorat, Biro AP
25. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
26. Program Kerjasama Pembangunan (Biro AP
27. Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan (Biro Kesra
28. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. (Inspektorat
29. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masayarakat (Biro Organisasi
30. Program penataan peraturan perundang-undangan. (Biro Hukum
31. Program Peningkatan Iman dan Taqwa (Biro Kesra
32. Program Unggulan dan Strategis Lain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) (Biro Perekonoian
33. Program Peningkatan dan Pengembangan Produk Daerah. (Biro Perekonoian
34. Program Pengembangan Data dan Informasi (Biro Perekonomian
35. Program Penataan Daerah Otonomi Baru (Biro Organisasi, Biro Pemerintahan
36. Program Pengembangan Sistem Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur (Biro Organisasi
37. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi (Biro Organisasi
38. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Biro Pem
39. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Biro Perekonomian, BPKAD
40. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (Biro Perekonomian
41. Program Peningkatan peran Gubernur selaku wakil pemerintah daerah
42. Program peningkatan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
43. Program pembinaan tertib administrasi wilayah dan penanggulangan bencana
44. Program pengelolaan dan pengembangan kapasitas daerah (Biro Pem
45. Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
46. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah (Biro Organisasi, Biro Pem
47. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset (Biro Kesra
48. Program pengembangan sistem informasi pertanahan
49. Program penataan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
50. Program pengawasan dan pengendalian pertanahan
51. Program penataan administrasi kependudukan. 
52. Program Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 
53. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Ktr Penghubung, Biro Organisasi
54. Program Pemasaran Periwisata (Penghubung
55. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (Biro Umum
56. Program pengembangan komunikasi informasi dan mass media
Target kinerja urusan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2016 adalah :
1. Menurunnya jumlah temuan kasus pelanggaran aparatur 
2. Menurunnya kerugian daerah dan kewajiban setor terhadap APBD 
3. Terbinanya kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan Pemerintah. 
4. Terselenggaranya rapat koordinasi kepegawaian dan kediklatan; 
5. Tersusunnya keputusan penempatan dan Pembebasan dalam jabatan struktural; 
6. Tersusunnya keputusan pengangkatan, penyesuaian dan  pembebasan / pemberhentian dalam jabatan fungsional; 
7. Tersusunnya DUPAK/PAK  jabatan fungsional; 
8. Tersusunnya dokumen pemberian penghargaan; 
9. Tersusunnya keputusan pembinaan disiplin aparatur; 
10. Tersusunnya dokumen pengambilan sumpah / jabatan; 
11. Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang fungsional; 
12. Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin dan kesra PNS; 
13. Terlatihnya CPNS secara berkesinambungan untuk menjadi PNS; 
14. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat prajabatan; 
15. Terlatihnya sumberdaya aparatur yang kompeten untuk menduduki jabatan struktural; 
16. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat kepemimpinan; 
17. Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten untuk melaksanakan tugas teknis dan fungsional; 
18. Terkirimnya peserta diklat teknis dan fungsional; 
19. Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional; 
20. Tersusunnya hasil kajian diklat yang komprehensif; 
21. Terfasilitasinya seleksi calon praja IPDN; 
22. Terfasilitasinya ujian dinas bagi PNS; 
23. Terfasilitasinya seleksi siswa ikatan dinas; 
24. Tersusunnya keputusan tugas belajar dan ijin belajar PNS; 
25. Terwujudnya keputusan kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu; 
26. Terwujudnya keputusan pengangkatan sebagai calon PNS dan PNS tepat waktu; 
27. Terwujudnya keputusan perpindahan PNS tepat waktu; 
28. Terwujudnya keputusan pemberhentian PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tepat waktu; 
29. Terwujudnya tata naskah pegawai yang lengkap; 
30. Terwujudnya data dan informasi kepegawaian melalui SIMPEG; 
31. Terwujudnya data wajib LHKPN yang lengkap; 
32. Terwujudnya data usulan formasi pengadaan CPNS; 
33. Tersedianya hasil seleksi penerimaan CPNS yg transparan dan akuntabel; 
34. Tersusunnya tata naskah administrasi umum dan kepegawaian lingkup UPPK; 
35. Tersusunnya rencana program dan laporan keuangan lingkup UPPK; 
36. Tersusunnya bahan pelayanan promosi uji kompetensi yang lengkap; 
37. Terwujudnya hasil kerjasama dengan stakeholder yang optimal; 
38. Terwujudnya hasil konseling psikis aparatur yang tepat; 
39. Terlaksananya uji kompetensi calon pejabat yang optimal; 
40. Tersusunnya laporan hasil uji kompetensi calon pejabat yang valid. 
41. Tersusunnya dokumen standar satuan harga yang tepat waktu 
42. Terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan tepat waktu
43. Terlaksananya rekomendasi/tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
44. Terlaksananya pengendalian program kegiatan pembangunan sesuai tujuan dan sasaran. 
45. Memberikan perlindungan dan pendampingan anggota KORPRI yang terkena masalah Hukum.
46. Memberikan pelatihan dan pembinaan, anggota KORPRI yang mapan, sejahtera dan terampil. 
47. Meningktakan pemasyarakatan budaya produksi. 
48. Meningkatkan pelayanan keagamaan. 
49. Terwujudnya pelaksanaan MTQ KORPRI Nasional dan STQ KORPRI Provinsi. 
50. Terwujudnya Perayaan Hari Besar keagamaan. 
51. Meningkatkan pembinaan mental anggota KORPRI. 
52. Terwujudnya pelaksanaan Mental anggota KORPRI. 
53. Terwujudnya pelaksanaan pembinaan disiplin anggota KORPRI. 
54. Meningkatnya produk hukum daerah anti KKN dan pemantapan otonomi daerah pada Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
55. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
56. Tersusunnya dokumen Perda tentang PD. BPR NTB 
57. Meningkatnya kesehatan Perusahaan Daerah dan BUMD 
58. Meningkatnya PAD dari Perusda dan BUMD 
59. Tersedianya data perekonomian daerah. 
60. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang baik 
61. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu (paten) di kecamatan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah
62. Tersedianya  dokumen pelayanan administrasi bagi pejabat negara
63. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu/Pilpres/Pemilukada
64. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
65. Terwujudnya penyelenggaraan Dekon TP yang berkualitas dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dekon TP
66. Terwujudnya stabilitas keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat
67. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
68. Terwujudnya tapal batas kab/kota yang akurat dan akuntabel melalui pelaksanaan pelacakan dan penetapan tapal batas
69. Terwujudnya koordinasi bidang pembinaan wilayah dan penanggulangan bencana
70. Terwujudnya pengembangan kapasitas daerah
71. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintahan daerah
72. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berwibawa, akuntabel melalui evaluasi LPPD Provinsi, Kab/Kota yang terus meningkat peringkatannya
73. Terwujudnya penyelenggaran pemerintah yang bersih dan berwibawa
74. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang perizinan dan penatagunaan tanah
75. Terwujudnya upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan tanah terindikasi terlantar melalui upaya musyawarah berdasarkan kearifan lokal, mediasi dan penegakan hukum
76. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pertanahan
77. Terwujudnya kondisi yang aman dan tertib di bidang pertanahan
78. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui pelaksanaan pencatatan sipil (kelahiran, kematian,perpindahan dan datang) 
79. Terwujudnya koordinasi pelayanan admistrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas. 
80. Meningkatnya layanan prima Wisma NTB yang ramah, sigap dengan ketersediaan sarana dan fasilitas yang berkualitas. 
81. Meningkatnya penyebaran informasi potensi wisata, seni dan kebudayaan daerah Nusa Tenggara Barat pada masyarakat nusantara dan internasional di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 
82. Meningkatnya hubungan kerja yang baik dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan tokoh-tokoh nasional serta masyarakat rantau NTB dalam rangka mendukung pembangunan daerah NTB yang tepat sasaran dan tepat guna. 
83. Meningkatnya masyarakat yang mengakses layanan NTB Online

11. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Capaian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan tahun 2014 menunjukkan hasil positif. bahkan beberapa indikator yang ditetapkan dalam RPJMD ada yang melampui target. Hasil tersebut juga tidak terlepas dari keberhasilan berbagai pelaksanaan program dari pemerintah pusat, antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTB. PNPM-MP merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Disamping PNPM-Mandiri terdapat juga PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-GSC), P2SPP dan PNPM Pasca Krisis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari induknya yaitu PNPM-Mandiri Perdesaan. Walaupun demikian, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2016 masih menghadapi berbagai isu strategis yaitu :
1. Masih banyak lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni 
2. Angka kemiskinan masih di bawah rata-rata nasional.
3. Pengembangan Baitut Tamqin Lumbung Bersaing keseluruh kabupaten/kota.
4. Peningkatan program  rehabilitasi rumah tidak layak huni.
5. Peningkatan program bantuan keuangan pemerintahan desa/kelurahan.
6. Kapasitas aparatur desa dalam rangka menyongsong implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Penataan kelembagaan pemerintah desa yang masih belum maksimal
8. Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa belum berperan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa
9. Belum tersedianya data profil desa yang up to date
10. Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yang lambat karena kurangnya peran lembaga-lembaga ekonomi desa
11. Pelayanan sosial dasar masyarakat perdesaan yang masih belum menjangkau seluruh masyarakat desa
12. Pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi  tepat guna.
13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat komunitas adat terpencil dan desa tertinggal.
14. Peningkatan dukungan PNPM generasi sehat dan cerdas.
Untuk mengatasi isu-isu diatas, Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2016 mengambil langkah-langkah strategi dan arah  kebijakan dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu :
1. Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat.
2. Mendukung penguatan kelembagaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL).
3. Pengembangan dan pemanfaatan serta diseminasi temuan TTG dan Gelar TTG Provinsi / Nasional.
4. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dalam pemanfaatan TTG.
5. Dukungan permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di perdesaan.
6. Pembinaan kemitraan swasta dan usaha kecil mikro dan menengah di perdesaan.
7. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan ( pasar desa ).
8. Penguatan pengelolaan lembaga ekonomi di perdesaan (LKM/BUMDES)
9. Penguatan kapasitas aparatur desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, penetapan dan penegasan batas desa serta administrasi desa
10. Bimbingan teknis bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
11. Penunjang PNPM-GSc.
12. Pembinaan sistem pendataan propfil desa
13. Evaluasi terhadap tingkat perkembangan desa
14. Revitalisasi posyandu.
15. Program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)
16. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
17. Pembinaan lembaga adat perdesaan
Program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2016 adalah :
1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
2. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
3. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan.
4. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan.
5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Biro Kesra
Target kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2016 adalah :
1. Terbentuk dan terbinanya lembaga adat perdesaan 50 lembaga /tahun.
2. Terbentuk dan aktifnya lembaga BUMDes 30 lembaga / tahun.
3. Meningkatnya status desa swadaya lanjut 20 desa / tahun.
4. Menurunkan angka kemiskinan sebesar 2%.
5. Meningkatnya program kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan 


12. Urusan Sosial
Keberhasilan penyelenggaraan urusan sosial dengan indikator kinerja penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yakni: anak terlantar, anak jalanan, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, korban NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, dan penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT), selama kurun waktu 2009-2013 menunjukkan progress yang baik. Berbagai pendekatan telah dilakukan terutama untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial, baik pendekatan dalam panti milik Pemda maupun pendekatan luar panti. Pendekatan dalam panti dilakukan melalui pembinaan, bimbingan, pendidikan ketrampilan, pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi di dalam panti sosial. Sedangkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) luar panti dilakukan melalui program dan kegiatan pemetaan lokasi, seleksi, bimbingan, pelatihan, pendampingan, pemberian bantuan, asistensi, dan pembinaan lanjutan. Di tahun 2016, urusan sosial masih menghadapi beberapa isu strategis yaitu :
1. Masih ada masyarakat terisolir yang belum mendapatkan aksesibilitas sosial budaya dan perekonomian secara terpadu. 
2. Kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, kesenjangan sosial, penanganan korban bencana alam dan sosial belum dilakukan secara terpadu. 
3. Korban tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan serta pekerja migrant belum mendapatkan perlindungan yang optimal.
4. Anak terlantar dan lanjut usia belum mendapatkan pelayanan dan perlindungan optimal.
5. Belum optimalnya pembinaan kepada para penyandang cacat dan trauma.
6. Penanganan korban bencana alam dan sosial belum dilakukan secara terpadu.
7. Belum terbangunnya Koordinasi yang baik dengan Dinas Istansi terkait maupun dengan Kabupaten/Kota didalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Strategi  pelaksanaan  dan arah kebijakan dalam urusan sosial tahun 2016 diarahkan untuk :
1. Meningkatkan koordinasi inter dan antar sektoral yang terkait dengan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang terbatas secara efisien dan efektif guna membantu kelancaran program kegiatan.
3. Memberikan kesempatan kepada karyawan di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdyaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Barat bagi yang memiliki potensi untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.
4. Meningkatkan jaringan kerja dengan mitra kerja di bidang sosial  (PSM, Orsos, LSM) dalam upaya memperluas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
5. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, agar data yang dikirim sudah berdasarkan by name by adress, sehingga program perencanaan dalam rangka penanganan PMKS tepat sasaran.
6. Meningkatkan jaringan kerja dengan mitra kerja (TKSK, Orsos, LSM, Karang Taruna) dalam upaya memperluas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
7. Memberikan kesempatan kepada karyawan/karyawati lingkup Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. NTB untuk mengikuti pendidikan profesi pekerjaaan sosial dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.
8. Memberikan kesempatan kepada PSKS untuk mengikuti peningkatan kemampuan dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Program prioritas dalam urusan sosial tahun 2016 adalah :
1. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyendang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
3. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
4. Program pembinaan anak terlantar.
5. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo.
6. Program pembionaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya).
7. Program pembinaan  para penyandang cacat dan trauma.
8. Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam 
9. Penanganan tanggap darurat dan evakuasi/penyelamatan korban bencana 
10. Peningkatan keberdayaan masyarakat 
11. Progran Perencanaan Pembangun Daerah Rawan Bencana  
12. Penanganan Darurat dan Evakuasi/Penyelamatan Korban bencana
13. Program Rehabilitasi & Rekonstruksi Penanganan Pasca Bencana
Target kinerja urusan sosial tahun 2016 adalah diukur melalui Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yakni: 
1. Meningkatnya Penanganan Anak Terlantar, 
2. Meningkatnya Penanganan Anak Jalanan, 
3. Meningkatnya Penanganan Penyandang Cacat dan Tuna Susila, 
4. Meningkatnya Penanganan Pengemis dan Gelandangan, 
5. Meningkatnya Penanganan Korban NAPZA, 
6. Meningkatnya Penanganan Keluarga Fakir Miskin dan Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, 
7. Meningkatnya Penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
8. Meningkatnya pelayanan yang berdayaguna berhasil guna terhadap masalah social masyarakat Biro Kesra
13. Urusan Kearsipan
Isu  strategis urusan kearsipan tahun 2016 adalah :
1. Belum optimalnya pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar teknis pengelolaan yang seharusnya. 
2. Belum dapat diaksesnya informasi yang terintegrasi secara cepat dan tepat bersumber dari lembaga-lembaga kearsipan pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk aparatur maupun masyarakat.
3. Belum memadainyai alat penyimpanan, alat pemeliharaan, fumigasi dan lain-lain sarana dan prasarana kearsipan.
4. Minimnya tenaga fungsional arsiparis.
5. Jasa teknis pengelolaan kearsipan BPAP NTB belum dimanfaatkan  secara maksimal oleh institusi pemerintah maupun swasta/perorangan.
6. Belum tegasnya pembagian kewenangan/porsi pembinaan antara lembaga kearsipan provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota terhadap pengelolaan arsip yang ada dilembaga pimpinan dan perorangan.
Strategi pelaksanaan dan arah kebijakan dalam urusan tahun 2016 adalah :
1. Mengupayakan produk hukum yang mengatur pengelolaan arsip untuk menjaga realibilitas dan autensitas arsip, agar arsip dapat dikelola secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk tetap reliable dan otentik.
2. Melakukan koordinasi ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait penyempurnaan dan pengembangan jaringan informasi kearsipan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan arsip melalui media elektronik sesuai dengan intruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang pengembangan E-Government sehingga arsip dapat cepat ditemukan atau diakses.
4. Mengusulkan program-program kearsipan sesuai dengan prioritas kepada Bappeda Provinsi maupun Bappeda Kabupaten/Kota.
5. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan sesuai dengan standar nasional dan internasional secara bertahap dan berkesinambungan sesuai kemampuan APBD dan APBN.
6. Mengupayakan tenaga fungsional Arsiparis dikembalikan kembali ke Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi
7. Mengoptimalkan pemanfaatan jasa teknis kearsipan oleh SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. 
8. Meningkatkan usaha-usaha pembinaan pengelolaan arsip baik dilingkup pemerintah provinsi NTB dan lembaga-lembaga kearsipan Kabupaten/Kota se NTB.
9. Melakukan koordinasi dengan ANRI tentang kewenangan pembinaan terhadap lembaga swasta, BUMN/BUMD dan perorangan.
Program prioritas pada urusan kearsipan tahun 2016 adalah :	
1. Program perbaikan sistim administrasi perkantoran. 
2. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
4. Program peningkatan pengendalian kearsipan
Target kinerja urusan kearsipan tahun 2016 adalah :	
1. Meningkatnya perbaikan sistem administrasi kearsipan 
2. Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi  
4. Meningkatnya dan terkendalinya kearsipan  dan BP3IA.

14. Urusan Perpustakaan
Capaian kinerja urusan perpustakaan sampai dengan tahun 2015 menunjukkan progress yang melampaui target yang ditetapkan, antara lain peningkatan jumlah perpustakaan dan peningkatan jumlah kunjungan ke perpustakaan. Namun demikian, urusan perpustakaan pada tahun 2016 menghadapi isu strategis yakni : 
1. Membaca belum menjadi budaya masyarakat. 
2. Penguatan deposit daerah menuju Digital Library.
3. Belum berfungsi secara maksimal perpustakaan yang ada di daerah.
4. Pelestarian budaya berbasis lokal content
Untuk itu, strategi pelaksanaan dan arah kebijakan yang diambil adalah :
1. Melakukan promosi perpustakaan untuk mendorong meningkatkan minat baca.
2. Mengupayakan sistem E-Book artinya koleksi buku sudah dapat dibaca lewat komputer atau laptop.
3. Pendampingan dan penguatan kelembagaan untuk peningkatan jumlah perpustakaan dan kearsipan.
4. Bimbingan teknis untuk peningkatan SDM (sumber daya manusia)
5. Melakukan kebijakan mutasi pegawai untuk mempertimbangkan kemampuan konseptual maupun teknis operasional.
6. Mengupayakan sumber sumber dana lain seperti pihak ketiga dan swasta sehingga kebutuhan anggarn untuk pemeliharaan dapat dipenuhi.
Program prioritas urusan perpustakaan tahun 2016 adalah :
1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Target kinerja urusan perpustakaan tahun 2016 adalah :
1. Jumlah bahan pustaka digital dan otomasi perpustakaan (e-Library)
2. Jumlah alih media bahan pustaka (200 judul)
3. Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan (>910 unit) dan perpustakaan keliling (>185 lokasi) ;
4. Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah (>910 unit);
5. Meningkatnya Angka Kunjungan Ke Perpustakaan (>931.000 orang/Tahun).

15. Urusan Ketenagakerjaan
Isu strategis Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2016 adalah:
1. Meningkatkan ketrampilan masyarakat pencari kerja/calon tenaga kerja untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja NTB.
2. Keterampilan /kompetensi produktivitas dan daya saing.
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Masih minimnya sarana dan prasarana di lokasi Transmigrasi (UPT)
5. Belum optimalnya jiwa kewirausahaan masyarakat di kawasan transmigrasi
6. Belum mantapnya kondisi sarana prasarana jalan dan jembatan di kawasan transmigrasi.
7. Belum tersedianya tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.
8. Masih rendahnya insentif bagi para tenaga medis, pendidik dan penyuluh pertanian di kawasan transmigrasi 
9. Belum optimalnya koordinasi dan dukungan program/anggaran dari instansi terkait di kawasan transmigrasi
Untuk mengatasi isu tersebut, maka strategi  pelaksanaan  dan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi NTB tahun 2016 terkait  urusan Ketenagakerjaan  adalah: 
1. Peningkatan pendidikan yang yang berkualitas untuk melahirkan manusia unggul, melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan sebagai sarana dalam pengembangan Iptek.
2. Peningkatan daya saing dan produktifitas, melalui: (a) meningkatkan efisiensi teknis melalui revitalisasi permesinan industry, pembaharuan keterampilan tenaga kerja dan pembinaan klaster industry: (b) meningkatkan penguasaan teknologi dengan merevitalisasi infrastruktur mutu dan kapasitas layanan perekayasaan dan teknologi; (c) meningkatkan penguasaan dan pelaksanaan pengembangan produk baru; (d) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia industry; dan (e) fasilitasi perjanjian dan kerjasama internasional yang dapat meningkatkan dayasaing produk industry nasional.
3. Peningkatan dukungan Iptek bagi dayasaing produksi barang dan jasa, dilakukan melalui: (a) penyelenggaraan Litbang: (b) layanan perekayasaan dan teknologi dengan focus pada peningkatan kapasitas dan pelayanan: (c) layanan infrastruktur mutu: (d) layanan pengawasan tenaga nuklir: dan (e) fasilitas penguatan kerjasama Swasta-Pemerintah-Perguruan Tinggi.
4. Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, melalui pembangunan infrastruktur dasar wilayah perdesaan dan pemenuhan standar pelayanan minimum sesuai kondisi geografi desa.
5. Pengembangan perekonomian masyarakat.
6. Peningkatan aksesibilitas penghubung ke daerah pertumbuhan.
7. Peningkatan kualitas SDM dan Iptek.
8. Pemenuhan SPM pelayanan dasar public.
9. Pemberian Tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian
10. Harmonisasi Regulasi
11. Pemberian insentif kepada pihak swasta
12. Pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan
13. Pengembangan kawasan pedesaan dan transmigrasi

Strategi dan arah kebijakan diatas selanjutnya dijabarkan dalam bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib yang bertujuan untuk mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten yang memiliki daya saing dengan indikator kinerja berupa : kesempatan kerja yang diperluas dan dikembangkan, tenaga kerja yang ditingkatkan kualitas dan produktifitasnya, dan lembaga ketenagakerjaan yang di bina. Adapun program prioritas Urusan Ketenagakerjaan meliputi :
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. (Disnakertras, Biro Kesra

16. Urusan Ketransmigrasian
Sedangkan ketransmigrasian merupakan urusan pilihan yang bertujuan untuk bertambanhnya jumlah NKSAD. Bertambahnya alokasi target penempatan baik dalam maupun luar provinsi NTB dan Transmigran yang direlokasikan, adapun program pilihan meliputi :
1. Program pengembangan wilayah trasnmigrasi
2. Program penempatan dan pembinaan transmigrasi.

Target kinerja urusan ketransmigrasian Tahun 2016 adalah :
1. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten yang memiliki daya saing
2. Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja 
3. Meningkatnya kinerja lembaga pelatihan kerja menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi
4. Pembangunan ekonomi yang dikondisikan pada peningkatan produktivitas dan daya saing
5. Pembangunan sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi (UPT)
6. Menciptakan jiwa wirausaha baru di kawasan transmigrasi 
7. Mempermudah dan memperlancar mobilitas transportasi di kawasan transmigrasi
8. Meningkatkan sikap mental dan pengetahuan mental spiritual dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat di kawasan transmigrasi
9. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan, pendidikan dan penyuluhan pertanian terhadap masyarakat di kawasan transmigrasi  
10. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan, pendidikan dan penyuluhan pertanian terhadap masyarakat di kawasan transmigrasi  
11. Meningkatkan peran swasta untuk berinvestasi di kawasan Transmigrasi (KTM)
12. Meningkatkan koordinasi dan dukungan program /anggaran secara terpadu di kawasan transmigrasi 
13. Mengembangkan kawasan transmigrasi dan sekitarnya menjadi kawasan yang mandiri


17. Urusan Komunikasi dan Informatika
Keberhasilan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informasi terukur melalui indikator kinerja : Kampung Media, sejak tahun 2011 target RPJMD telah terpenuhi yaitu terbentuknya 50 komunitas Kampung Media, sehingga pada Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014 kegiatan lebih difokuskan pada penguatan komunitas yang telah terbentuk dengan kegiatan Jambore Kampung Media, Penganugrahan kampung media award kepada kampung media terbaik dalam penyebarluasan informasi dan Pelatihan Kampung Media. Sedangkan untuk target capaian indikator kinerja Peraturan tentang Telekomunikasi dan Informasi (Produk Hukum Daerah) pada tahun 2013 target 2 (dua) produk hukum daerah telah tercapai dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dan tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dan sebagai acuan dalam pengimplementasian ke-dua peraturan daerah ini dalam Tahun Anggaran 2014 telah diterbitkan Peraturan Gubernur.
Isu strategis pembangunan urusan komunikasi dan informatika  tahun 2016 adalah : 
1. Penyelenggaraan telekomuniksi dipengaruhi globalisasi, ekonomi, demografi, perkembangan teknologi dan lingkungan. 
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan teknologi informasi
3. Terbatasnya ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan motor penggerak dari pengembangan jaringan.
4. Masih kurangnya sarana/prasarana dan Infrastruktur serta SDM bidang Komunikasi Informatika
5. Belum optimalnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (elektronik government, E-Gov)
6. Menata legalitas (izin) lembaga penyiaran. Pada saat sebelum KPID NTB terbentuk sebagian besar lembaga penyiaran di Nusa Tenggara Barat belum berizin, kondisinya cukup carut marut, kondisi itu tentu cukup berbahaya karena bila tidak ditata akan berdampak pada gangguan penerbangan misalnya. Kini hampir semua lembaga penyiaran telah mengantongi dan atau sedang dalam proses mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Penataan aspek legal adalah upaya penting KPID NTB untuk menata dunia penyiaran  Nusa Tenggara Barat  dalam kontek yang lebih luas.  
7. Meletakkan dasar bagi dikembangkannya prinsip peace journalism (jurnalisme damai) dan citizen journalism (jurnalisme warga) di Nusa Tenggara Barat. Jurnalisme damai adalah isu penting dan menjadi mata rantai utama dalam kampanye KPID NTB dari awal, karena prinsip ini akan membantu tidak saja lahirnya kedamaian di dalam daerah, juga menetralisir stigma yang sering dilekatkan kepada NTB sebagai daerah konflik. Jurnalisme warga adalah jalan keluar yang terus dikampanyekan KPID NTB kepada radio siaran yang ingin mengembangkan prinsip jurnalisme murah dan partisipatif. Banyak radio siaran khususnya, yang berkeluh kesah karena tidak memiliki modal dan kemampuan SDM untuk menyiarkan berita dan informasi, maka menerapkan konsep ini menjadi solusi untuk menjawab persoalan tersebut. Citizen journalism juga akan merangsang daya kritis dan partisipasi warga. 
8. Mengawal secara intens penerapan Sistem Stasiun Berjaringan di Nusa Tenggara Barat. Sehingga saat ini seluruh televisi nasional telah memiliki badan hukum lokal (badan hukum NTB sebagai cabang di daerah). KPID NTB akan terus mengawal agar televisi nasional menyiarkan 10% konten lokal dan membangun infrastruktur di daerah. Karena seluruh televisi nasional yang ditangkap siarannya oleh daerah agar memiliki bisnis plan di daerah. 
9. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang program siaran radio dan TV sebanyak 800 pada tahun 2009, 640 tahun 2010, 535 tahun 2011, 349 tahun 2013 sampai tahun 2015. Pengaduan ini diajukan oleh masyarakat melalui telepon, SMS, angket maupun datang langsung ke KPID NTB dan juga sebanyak 114 radio dan TV lokal dan nasional telah mendapatkan rekomendasi kelayakan. 
10. Maraknya pemberitaan media massa tentang sejumlah lagu daerah Lombok (Sasak) dan lagu dangdut berlirik porno yang dilarang penyiarannya di radio dan TV baik lokal maupun nasional, yang puncaknya adalah pada awal tahun 2011, ketika KPID NTB mengeluarkan surat edaran tentang lagu Udin Sedunia yang lagi naik daun di pentas musik nasional, dilarang keras untuk disiarkan radio dan TV seantero negeri karena sebagian liriknya mengandung muatan tidak pantas, olok-olokan. Sikap KPID NTB ini menuai protes besar-besaran dari banyak kalangan. Bahkan hujatan, cemoohan dan desakan agar KPID NTB dibubarkan pun meruak di jejaring sosial facebook dan tweeter. Banyak yang menilai KPID NTB mencari sensasi murahan, kolot, tidak profesional, tidak menghargai kebebasan berekspresi, tidak menghargai jerih payah seniman lokal yang mampu menembus blantika musik nasional, dan banyak pandangan minor lainnya yang bermuara pada ketidakpuasan sebagian orang atas kinerja KPID NTB, kegiatan larangan itu bukan untuk kali pertamanya, tetapi KPID NTB secara rutin maupun insidentil melakukan kajian melibatkan berbagai pihak, mulai akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan budayawan untuk memberikan pandangan kritis terhadap aduan  masyarakat tentang fenomena maraknya lagu daerah, lagu dangdut dan lain-lain yang mengandung muatan gambar dan lirik porno atau tidak pantas. Sebut saja beberapa judul lagu Dangdut seperti Jupe Paling Suka 69, Mobil Bergoyang, Hamil Duluan, Maaf Kamu Hamil Duluan, Wanita Lubang Buaya, Satu Jam Saja, Mucikari Cinta, dan Apa Aja Boleh, Demikian juga dengan Lagu daerah Sasak seperti Ndek Kembe-Kembe, Bebalu Melet Besimbut, Bebalu Kintal, Bawak Komak, Bowos, Bebalu Belek Tian, Pinje Panje, Sampe Berot, Salak Sengguh dan lain-lain.  Terakhir adalah lagu dangdut Bali Sasak berjudul bebalu bais yang juga mengalami nasib sama, tidak boleh disiarkan karena banyaknya aduan masyarakat ke KPID NTB, bahkan aduan itu juga datang dari wakil rakyat di Kota Mataram. 
11. KPID NTB mendapat nilai positif yakni sebagai salah satu KPID paling produktif melakukan pengawasan isi siaran radio dan TV  baik lokal maupun nasional, sehingga atas dedikasinya itu KPI Pusat melalui dana hibah APBN 2013 memberikan bantuan hibah berupa alat monitoring siaran bernilai ratusan juta rupiah beserta 10 tenaga pemantau dan analis  media yang bekerja secara real time. 
Menyikapi masalah diatas maka Pemerintah Provinsi NTB menetapkan sasaran urusan komunikasi dan informatika yaitu: 
1. Masyarakat mampu mengakses informasi pembangunan terbaru secara mudah dan murah, 
2. Terwujudnya sistem informasi pembangunan yang memadai, serta
3. Tersedianya media komunikasi interaktif bagi masyarakat perdesaan melalui pengembangan kampung media 50 komunitas di seluruh Kabupaten/Kota di NTB.
4. Tersedianya data layanan informasi daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Strategi pelaksanaan dan arah kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika tahun 2016 adalah:
1. Mengembangkan sistem informasi pembangunan daerah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Menyampaikan fasilitasi pembentukan kampung media informasi/pesan-pesan pembangunan melalui Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola kampung media pentas budaya.
3. Menyediakan pusat pelayanan informasi perdesaan.
4. Peningkatan percepatan implementasi e-goverment melalui sosialisasi dan bimtek kepada aparatur
5. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika
Program prioritas urusan komunikasi dan informatika tahun 2016 adalah:
1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa (KPID
2. Program kerjasama informasi dengan mass media 
Adapun target kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun 2016 adalah:
1. Pelayanan internet gratis kepada masyarakat umum melalui Gerbang Data dan pelayanan internet gratis kepada masyarakat pedesaan dengan mobil internet keliling.
2. Sosialisasi kebijakan pemerintah dan penyebarluasan informasi  pembangunan daerah melalui media tradisional seperti pertunjukkan rakyat dan pemutaran film keliling.
3. Penguatan komunitas kampung media melalui Jambore kampung media, pemberian penghargaan terhadap komunitas terbaik dalam  penyebarluasan informasi dan temu kreatif komunitas kampung media.
4. Terbangunnya komunitas SIP-PPID Provinsi NTB dan Kab/Kota se NTB.
5. Terlatihnya Operator SIP-PPID SKPD Provinsi NTB dan Kab/Kota se NTB
6. Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan program unggulan daerah.
7. Untuk memenuhi kebutuhan Aparat KPID baik secara kualitas maupun secara kuantitas. 
8. Untuk membentuk organisasi KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat  yang profesional, efektif dan efisien. 
9. Meningkatkan efektifitas pengawasan penyiaran 
10. Meningkatkan efektifitas penindakan atas pelanggaran penyiaran 
11. Menciptakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengawasan penyiaran  
12. Meningkatkan ketersediaan dana/sarana/prasarana operasional  

18. Urusan Pariwisata

Isu Strategis pembangunan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas sumberdaya kebudayaan dan pariwisata yang didukung kelembagaan yang mandiri,  sarana dan prasarana  yang  memadai belum terpenuhi secara optimal dalam mendukung pembangunan kebudayaan, sehingga perlu upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya dimaksud melalui pendidikan dan pelatihan atau penyuluhan.
2. Pengelolaan destinasi pariwisata yang didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kondisi keamanan yang kondusif belum memadai, sehingga kenyamanan dan keamanan berada di kawasan wisata belum terjamin.
3. Pemasaran   pariwisata belum dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga aktivitas pemasaran pariwisata belum mampu secara efektif menjangkau pasar yang jauh lebih luas. Hal ini disebabkan karena kurang terpadunya pelaksanaan pemasaran bersama dengan para pelaku pariwisata atau stakeholder pariwisata lainnya.
4. Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap perkembangan kepariwisataan dengan segala implikasi yang ditimbulkan masih kurang, sehingga perlu upaya yang lebih serius untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat serta melakukan pendampingan kelembagaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap pembangunan kepariwisataan.
5. Investasi  pada sektor pariwisata belum mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena kurang  kondusifnya iklim investasi, sehingga perlu ada upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta penyediaan  informasi potensi kepariwisataan yang memadai
6. Kemitraan  atau  kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dengan pelaku pariwisata atau pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif, sehingga kemitraan atau kerjasama dimaksud dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung perkembangan kepariwisataan daerah.
Untuk mengatasi isu tersebut, maka strategi  pelaksanaan  dan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi NTB tahun 2016 terkait  urusan Kebudayaan adalah: 
1. Koordinasi, revitalisasi dan fasilitasi pranata-pranata adat  yang diarahkan pada awig-awig dan seluruh aspek kehidupan masyarakat
2. Fasilitasi, edukasi dan penyuluhankepada masyarakat/budayawan/seniman yang diarahkan pada nilai-nilai budaya lokal
3. Koordinasi, revitalisasi dan fasilitasi pusat kebudayaan daerah yang diarahkan pada museum, taman budaya maupun lokasi peninggalan budaya lainnya
4. Koordinasi, revitalisasi dan fasilitasi sanggar seni dan budaya yang diarahkan pada penciptaan kreasi seni dan budaya
5. Fasilitasi, mobilisasi dan demontrasi adat budaya dan kearifan lokal yang diarahkan pada ragam adat istiadat dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari
6. Koordinasi  dan inventarisasi informasi yang diarahkan pada khasanah budaya daerah
7. Revitalisasi situs-situs dan peninggalan budaya lainnya yang diarahkan pada daya tarikwisata
8. Koordinasi, edukasi,   Fasilitasi dan regulasi bahasa dan sastra lokal yang diarahkan pada kajian, pengembangan dan pemanfaatan Bahasa Sasak, Samawa dan Mbojo
9. Koordinasi, fasilitasi dan regulasi kekayaan seni budaya dan kearifan lokal yang diarahkan pada karya seni budaya dan nilai kearifan lokal
10. Inventarisasi, dokumentasi dan publikasi koleksi daerah yang diarahkan pada naskah kuno/klasik.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya yang serius dan kerjasama  yang dibangun melalui sinergisitas/keterpaduan KRP (kebijakan/rencana/program-kegiatan) dari seluruh komponen masyarakat baik pemerintah, swasta, civil society maupun masyarakat umum dari tingkat pusat, daerah sampai tingkat tapak (kab/kota), sehingga hajat besar upaya meningkatkan pendapatan dan ketersediaan lapangan pekerjaan akan dapat mensejahterakan masyarakat NTB.Sedangkan strategi  pelaksanaan  dan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi NTB tahun 2016 terkait  urusan Pariwisata adalah :
1. Koordinasi, fasilitasi dan promosi daya tarik wisata daerah yang diarahkan pada pasar wisata dunia.
2. Fasilitasi, koordiinasi pengembangan destinasi pariwisata yang diarahkan pada kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan strategis pariwisata daerah yang disinergikan dengan kawasan strategis provinsi.
3. Fasilitasi dan koordinasi dengan penyedia paket-paket wisata.
4. Koordinasi, fasilitasi, penyuluhan, pemberdayaan dan pendampingan.

Strategi dan arah kebijakan diatas selanjutnya dijabarkan dalam program prioritas yang bertujuan untuk Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan local (budpar) serta meningkatkan sinergisitas pelestarian dan pemuliaan budaya dan kearifan lokal. Adapun program prioritas sebagaimana dimaksud meliputi :
1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengembangan Nilai Budaya;
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
6. Program Pengembangan Kemitraan;
7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

8. Target kinerja urusan Kebudayaan adalah : 
9. Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas;
10. Terwujudnya masyarakat/budayawan/senimanyang kreatif dan inovatif;
11. Terwujudnya pusat kebudayaan daerah yang representatif; 
12. Tersedianya sanggar seni dan budaya yang profesional; 
13. Teraktualisasinya adat budaya dan kearifan lokal;
14. Tersedianya informasi budaya dan kearifan lokal;
15. Terpeliharanya situs-situs dan peninggalan budaya lainnya;
16. Terpeliharanya bahasa dan sastra lokal
17. Terlindungnya  kekayaan seni budaya dan kearifan lokal; 
18. Tersedia, terpelihara dan tersebarnya informasi tentang koleksi daerah berupa naskah kuno, karya tulis, karya cetak dan karya rekam;
19. Target kinerja urusan Pariwisata adalah : 
20. Terlaksananya penataan destinasi dan meningkatnya fasilitas pariwisata pada kawasan-kawasan strategis, baik kuantitas maupun kualitas; 
21. Terwujudnya promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas;  
1. Terfasilitasinya pelaku pariwisata dalam rangka penyediaanpaket-paket wisata yang variatif dan berkualitas; 
2. Terfasilitasinya kelompok sadar wisata dalam rangka pemberdayaan dan penguatan kelembagaan; dan 
3. Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pembentukan tim dan forum kepariwisataan daerah dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan daerah. 
Isu strategis pembangunan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat :
1. Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum terlaksana secara memadai. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dimaksud berkembang dalam lingkup yang terbatas seperti pelaksanaan event-event seni dan budaya, belum secara sistematis diaktualisasi dalam bentuk program pembangunan yang mengarah pada peningkatan kapasitas dan kualitas.
2. Perlindungan terhadaphak kekayaan intelektual karya seni dan budaya yang merupakan aset kebudayaan daerah, belum dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terprogram, sehingga kondisi tersebut dapat memicu terjadinya penjualan benda bersejarah kepada orang asing. 
3. Apresiasi serta pemahaman masyarakat terhadap hasil-hasil karya seni dan budaya yang menjadi ciri khas daerah masih rendah, sehingga perlu ada upaya sistematis untuk memberikan informasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya seni dan budaya.
4. Inventarisasi dan Identifikasi benda cagar budaya belum dilakukan secara optimal sehingga data base benda cagar budaya belum terkelola dengan baik.
5. Pranata-pranata adat yang terbentuk di masyarakat belum teridentifikasi dengan baik sehingga data base jumlah pranata adat yang ada di Nusa Tenggara Barat belum dimiliki.
19. Urusan Kehutanan
Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kehutanan sampai dengan tahun 2014 terdapat penurunan luas lahan kritis menjadi seluas 338.289 Ha, kondisi kawasan hutan tetap masih seluas 1.071.722,83 Ha karena tidak ada alih fungsi kawasan hutan.
Isu strategis yang dihadapi urusan kehutanan tahun 2016  adalah terkait dengan  belum optimalnnya pemanfaatan potensi SDH termasuk didalamnnya pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, dan PNBP Kehutanan yang berasal dari HHBK, Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannnya, keberadaan lahan kritis yg berdampak menurunnya daya dukung DAS, Kesenjangan antara suplai dandemand terhadap kebutuhan hasil hutan kayu, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta petugas kehutanan terhadap aturan dibidang kehutanan ditingkat lapangan masih rendah,  dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala kurangnnya ketrampilan dalam pengolahan pasca panen.
Untuk menjawab indikator Kwalitas lingkungan hidup dan mata air terlindungi,  yang merupakan salah satu indikator kinerja Provinsi NTB 2013-2018 dalam urusan kehutanan, dilaksanakan melalui kebijakan Pengembangan percontohan pengelolaan lingkungan lestari berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim dan mengembangkan model pengelolaan kawasan berbasis adaptasi dan mitigasi bencana serta perubahan iklim. 
Strategi pelaksanaan dan arah kebijakan urusan kehutanan tahun 2016, adalah :
1. Penyusuna arahan penggunaan kawasan hutan dan monitoring pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan  melalui kebijakan pemantapan model perencanaan  berbasis kewilayahan.
2. Meningkatkan peran KPH dan Tahura, Penyediaan sarana prasaran pendukung operasional di tingkat tapak dan penyediaan petugas lapangan yang berkwalitas melalui kebijakan penguatan kelembagaan di tingkat tapak.
3. Meningkatkan peran kelompok, masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan kawasan hutan partisipatif, pengembangan hasil hutan unggulan, implementasi tehnologi dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan mendorong investasi sektor kehutanan melalui kebijakan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
4. Penguatan jaringan dalam perlindungan kawasan hutan dan penyediaan data dan informasi kawasan hutan bermasalah melalui kebijakan partisipatif kawasan hutan.
5. Penyempurnaan data pembangunan kehutanan, penguatan koordinasi jaringan distribusi dan sistem informasi kehutanan, evaluasi berkala capaian kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi melalui kebijakan penguatan fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan kehutanan dan peningkatan kapasitas SDM.
Program prioritas urusan kehutanan tahun 2016, adalah :
1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA). 
3. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL). 
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan  Cadangan SDA. 
Target kinerja urusan kehutanan tahun 2016, adalah :
1. Tersedianya data HHBK  jenis ketak  yang didata secara falid. 
2. Tersedianya data produksi HHBK. 
3. Tersedianya dukungan untuk mengembangkan kawasan geopark. 
4. Tersedianya unit pengelola hutan alam 
5. Tersedianya jumlah kelompok yg disosialisasi dan diidentifikasi mengenai produk unggulan HKM. 
6. Tersediannya data dan informasi potensi sumber PNBP sektor kehutanan. 
7. Tertanam dan terpeliharannya dalam  kawasan hutan. 
8. Tertanam dan terpeliharaanya lahan luar kawasan hutan. 
9. Tersediannya jumlah sumber benih. 
10. Tersedinnya bibit untuk bakti sosial. 
11. Tersediannya luas areal HKM yg difasilitasi penetapan areal kerja oleh Kementerian LHK 
12.  Tersediannya perda KPH  
13. Tersediannya RP KPH dan tahura. 
14. Tersediannya Sapras untuk KPH. Dan Tahura. 
15. Tersediannya jumlah bangunan sipil teknis dan KTA. 
16. Tertanganinnya jumlah mata air. 
17. Tertanganinnya kasus tindak pidana  kehutanan 
18. Tersediannya Data hasil PEP cadangan karbon. 
19. Terfasilitasinya penyelesaian tenurial kawasan hutan. 
20. Terfasilitasinya peserta sosialisasi. 
21. Tersediannya dokumen rencana kehutanan tingkat provinsi. 

20. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Isu strategis urusan energi dan sumberdaya mineral saling terkait dengan aspek infrastruktur dasar, ekonomi dan lingkungan hidup. Isu strategis yang memerlukan penanganan langsung diantaranya adalah angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.  Dari isu tersebut, sektor ESDM mencoba merumuskannya kembali sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.
Fokus kebijakan ESDM selama periode 2013-2018 diikhtiarkan untuk menjawab isu strategis sebagai berikut :
1. Belum mencukupinya daya dukung dan kapasitas energi listrik dan air bersih.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya geologi.
3. NTB berada pada rangkaian sabuk gunung api yang memiliki potensi bencana alam geologi.
4. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Strategi pelaksanaan dan arah kebijakan urusan energi dan sumberdaya mineral tahun 2016, adalah:
1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Migas

Adapun program prioritas urusan energi dan sumberdaya mineral tahun 2016 adalah : 
1. Program Pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah 
2. Program Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan 
3. Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan *(Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum)

Program diatas  yang meliputi kegiatan penyediaan sarana pemanfaatan EBT, melalui pembangunan PLTS Tersebar (SHS), PLTS Komunal dan pembangunan Digester Biogas pada daerah yang akan dimandirikan. Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air bawah tanah, Pemetaan detail potensi mineral logam dan non logam, Penyediaan sarana pemanfaatan energi baru terbarukan, Desa Mandiri Energi, Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Perdesaan serta Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Target kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral tahun 2016 adalah :
1. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi sebesar 70,34% atau sekitar 960.603 KK terpenuhi kebutuhan dasar energi/ listriknya dari total 1.365.657 KK yang ada;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan dan migas melalui Raperda maupun Pergub tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi;
3. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan sumber energi alternatif dengan target pemabngunan infrastruktur energi berupa PLTS Tersebar 350 unit; PLTS Komunal 1 unit; Digester Biogas 500 unit, yang direalisasikan melalui Program Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
4. Terpenuhinya kebutuhan air baku yang memadai guna mendukung peningkatan cakupan air bersih sebesar 78,50% (1.072.041 KK). Target kontribusi Distamben sebesar 0,12% (1.639 KK) melalui pembangunan dan pengembangan sumur bor sebanyak 15 unit yang diimplementasikan dengan program pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah;
5. Terwujudnya pengelolaan usaha pertambangan yang baik dan benar melalui pembinaan 139 kelompok pengelola usaha tambang mandiri yang dihajatkan melaui Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum; 
6. Target kinerja yang diusung untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi dan sistem akuntabilitas kinerja diperoleh melalui Program Pelayanan administrasi perkantoran; Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; dan Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
21. Urusan Ketahanan  Pangan
Isu strategis yang masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pembangunan ketahanan pangan daerah tahun 2016 antara lain : 1) Masih adanya daerah rentan pangan dan gizi, 2) Distribusi dan keterjangkauan pangan belum merata, 3) Pola konsumsi pangan masyarakat belum sesuai harapan, 4) Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar, dan 5) Belum optimalnya kinerja Dewan Ketahanan Pangan.
Terkait isu strategis tersebut, yang perlu menjadi perhatian dalam pembanguan ketahanan pangan adalah :
1. Kerawanan Pangan
Penyebab utama kerawanan pangan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai, hal ini menyebabkan kesulitan untuk mamasuki dan bersaing dilapangan kerja, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumberdaya untuk mengembangkan usaha sehingga kerawanan pangan ini dikelompokkan menjadi kerawanan pangan transient dan kerawanan pangan kronis.
2. Distribusi dan Keterjangkauan Pangan yang Belum Merata
Akses pangan merupakan aspek kritis dalam perwujudan ketahan pangan yang tercerminkan dalam terpenuhinya pangan baik secara fisik, sosial maupun ekonomi baik dalam tataran wilayah sampai rumah tangga. Akses pangan masyarakat terhadap pangan ditentukan oleh akses fisik, akses ekonomi dan akses sosial.
Faktor-faktor penyebab permasalahan distribusi dan akses pangan di Nusa Tengggara Barat antara lain : 1) Banyaknya pulau-pulau kecil yang berpenghuni dan masih adanya beberapa wilayah yang memiliki akses jalan terbatas, serta daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan penyediaan pangan secara mandiri; 2) Distribusi komoditas pangan antar Provinsi yang belum merata; 3) tingginya arus keluar dan masuk komoditas strategis pangan dari dan menuju Provinsi NTB menuntut adanya pengawasan yang ketat, terutama untuk komoditas pangan pokok; 4) Masih belum meratanya keterjangkauan pangan masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah masih rendahnya akses pangan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh tingkat daya beli yang juga berkorelasi dengan tingkat kemiskinan; 5) masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk dapat menyediakan pangan setiap saat juga menjadi permasalahan yang masih dihadapi terutama di daerah bukan sentra pangan.
3. Pola konsumsi Pangan Masyarakat Belum Sesuai Harapan
Masih tingginnya konsumsi beras dan belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat menyebabkan belum tercapainya kualitas konsumsi pangan yang baik. Permasalahan ekonomi dan keterbatasan terhadap akses pangan menjadi kendala dalam menjamin kualitas konsumsi pangan masyarakat. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas pola konsumsi pangan masyarakat dilakukan melalui gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
4. Kemandirian Pangan
Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengatasi seluruh permasalahan yang ada termasuk di dalamnya adalah permasalahan pangan, menuntut adanya kemampuan mandiri dari masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan pangan baik untuk dirinya maupun lingkungan sekitarnya, terutama di daerah yang bukan sentra produksi pangan.
Tingginya Tuntutan Pasar Global dan Internasional Dalam Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Segar
Permasalahan Keamanan produk buah dan sayur segar yang perlu ditangani secara serius, antara lain : 1) Masih banyaknya produk pertanian yang beredar dipasaran yang belum memenuhi standar keamanan pangan akibat dari belum optimal diterapkannya sistem usaha tani yang baik; 2) Tuntutan akan adanya status jaminan kepastian produk pertanian bermutu maupun aman menjadi prioritas utama dalam perdagangan produk-produk pertanian secara luas. Tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dipasar domestik maupun internasional perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya agar tidak menghambat kelancaran produk maupun pemasaran komoditas pangan hasil pertanian.
5. Kelembagaan Ketahanan Pangan.
Belum optimalnya peran kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan dan peran aktif dari setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan serta permasalahan koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang masih rendah. Struktur kelembagaan juga menentukan keberhasilan pembangunan Ketahanan Pangan baik secara struktural maupun fungsional. 

Adapun strategi pelaksanaan dan arah kebijakan terkait ketahanan pangan tahun 2016 adalah :
1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian ditingkat rumah tangga
2. Meningkatkan keterjangkauan pangan tingkat desa dan  rumah tangga 
3. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan 
4. Sosialisasi Pola Pangan Harapan
5. Koordinasi lintas Kabupaten/Kota dan jejaring keamanan pangan
6. Sertifikasi prima 3 dan 2, buah dan sayur segar
7. Sosialisasi tentang pentingnya pangan segar yang bermutu dan aman
8. Koordinasi pelaksanaan program ketahanan pangan
Program prioritas urusan ketahanan pangan tahun 2016 adalah : 
1. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan);
3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan dengan promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Target kinerja urusan ketahanan pangan tahun 2016, adalah :
1. Sub Sistem Ketersediaan Pangan
a. Tersedianya cadangan pangan masyarakat pada 5 unit Lumbung Pangan Masyarakat,-
b. Tersedianya cadangan pangan sebesar 237 ton beras,- 
c. Tersedianya makanan pendamping ASI bagi Balita terkatagori gizi kurang di 15 Kecamatan hasil Pemantauan SKPG dalam rangka Penanganan Daerah Rawan Pangan,-
d. Peningkatan kualitas Kelembagaan 60 Lokasi Desa Mandiri Pangan melalui : Pelatihan, Pembinaan dan penyaluran bantuan alat pengolahan pangan pada 20 kelompok afinitas di 10 Kabupaten/Kota,-
e. Tersedianya data kajian Pemenuhan Kecukupan pangan;
f. Tersedianya data Prognosa Ketersediaan Pangan selama 5 tahun.

1. Distribusi dan Keterjangkauan Pangan
a. Tersedianya informasi arus keluar masuk 14 kemoditas pangan melalui 4 pelabuhan utama di NTB;
b. Tersedianya informasi harga 14 komoditas pangan;
c. Tersedianya data stok dan pelaporan keuangan 48 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).
d. Tersedianya data hasil pemantauan dan pengkajian sistem distribusi pangan;

3. 	Konsumsi dan Keamanan Pangan
a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 80,90;
b. Peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan pekarangan melaui konsep KRPL (20 KRPL di 10 Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan P2KP);
c. Fasilitasi pengembangan Show Window (Model Pengembangan Rumah Pangan Lestari) dalam rangka percepatan P2KP;
d. Terpromosinya potensi olohan pangan lokal melalui event pameran Agrinek, NTB EXPO, Ulang Tahun NTB, Hari Krida Pertanian, serta Agro dan Food Expo;
e. Uji Laboratoirum terhadap 10 Komoditas Pangan buah dan sayur segar dalam rangka SERTIFIKASI PRIMA;
f. Terlaksananya pembinaan dan pemantauan keamanan pangan buah dan sayur segar di kabupaten/kota;
g. Sosialisasi dan pelatihan penanganan keamanan pangan segar kepada petugas kabupaten/Kota dan pelaku usaha sebanyak 330 orang;
h. Tersedianya data penerapan mutu pangan  buah dan sayur segar
i. Terlaksananya pelatihan auditor Keamanan Pangan segar
j. Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Buah dan Sayur Segar
k. Terlaksananya Pertemuan Teknis Keamanan Pangan Segar
l. Terambilnya Sampel Bahan Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Residu dan Kontaminan Pangan
m. Terpromosikannya Produk Buah dan Sayuran Segar yang Aman Pangan

4. 	Aspek Managemen
a. Terlaksanananya pertemuan evaluasi ketahanan pangan;
b. Terlaksananya Sinkronisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan;
c. Teralaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan;
d. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

22. Urusan Koperasi  dan  UMKM
Pengembangan wirausaha baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan peningkatan koperasi berkualitas sudah tercapai  dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013). Adapun isu strategis yang dihadapi urusan koperasi dan UMKM tahun 2015 adalah : 
1. Manajemen organisasi dalam pengelolaan Koperasi dan pengusaha kecil dalam meningkatkan kualitas kelembagaan/usaha/KSP dan USP.
2. Permodalan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan sumberdaya yang produktif dan efektif baik dari sisi teknologi maupun informasi.
3. Pembinaan dan pengembangan UMKM yang berbasis pada jaringan usaha dan kemitraan lembaga.
Untuk mengatasi isu strategis dan permasalahan yang dihadapi, pemerintah provinsi menetapkan strategi dan arah kebijakan urusan koperasi dan UKM, yaitu terkait dengan Permodalan dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)  difokuskan pada:
1. Peningkatan  kelembagaan dan dukungan modal usaha bagi KUMKM, 
2. Peningkatan kualitas pelaku usaha dan produk UMKM, 
3. Diversifikasi jenis usaha dan skala usaha wirausaha, 
4. Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja di sektor UMKM
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (konvensional ke syariah)
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif.
7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
Program prioritas urusan koperasi dan UKM tahun 2015, meliputi :
1. Program pemberdayaan KUKM di daerah melalui pembinaan dan pengembangan UKM dan kerjasama dengan akses data base
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM melalui kegiatan penumbuhan wirausaha baru dan temu kemitraan peningkatan daya saing produk melalui perbaikan kemasan.
3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi mikro usaha kecil melalui perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah.
4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
Target kinerja urusan koperasi dan UKM tahun 2015, adalah :
1. Peningkatan omset usaha KUKM dan akses data base yang berkualitas di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB
2. Meningkatnya WUB dalam penumbuhan wirausaha baru di Provinsi NTB
3. Meningkatnya program dan koordinasi pemberdayaan UMKM melalui satker Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB.
4. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi di provinsi NTB.

23. Urusan Penanaman Modal
Indikator kinerja yang terkait dengan penyelenggaran Urusan Penanaman berdasarkan RPJMD  2013 – 2018  yang telah  ditetapkan  adalah  Laju  Investasi. Kinerja Penanaman Modal sampai tahun 2014 mengalami fluktuasi, namun melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian target yang setiap tahunnya meningkat ini tidak terlepas dari beberapa faktor penunjang, antara lain :
1. Penyebarluasan informasi mengenai sumberdaya yang dimiliki dan potensial untuk dikembangkan di Provinsi NTB melalui promosi secara langsung dan tidak langsung;
2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pemanfaatan sumberdaya secara produktif dan berkelanjutan;
3. Adanya kerjasama yang baik antara dinas / instansi terkait;   
4. Koordinasi tidak hanya dilakukan dengan Instansi Penanaman Modal kabupaten / Kota (IPMK) saja melainkan juga dengan Dinas / Instansi teknis terkait.
Beberapa kendala masih dihadapi dalam upaya peningkatan jumlah dan jenis investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :
1. Aspek Teknis
a. Infrastruktur yang kurang memadai terutama infrastruktur jalan sekunder dan infrastruktur pelabuhan peti kemas, selain listrik serta air bersih;
b. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya investasi masih rendah;
c. Kepastian hukum dan kepastian berusaha di daerah;
d. Kesadaran investor untuk memenuhi kewajibannya masih rendah.
2. Aspek Administrasi dan Manajemen
a. Pelayanan perizinan antar Kabupaten / Kota tidak seragam dilihat dari segi waktu dan persyaratan;
b. Sistem informasi penanaman modal dan data base potensi kurang akurat;
c. Kurangnya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten / Kota berkaitan dengan urusan penanaman modal;
3. Aspek Kelembagaan
a. Nama Lembaga (Nomenklatur) Instansi Penanaman Modal di Kabupaten / Kota tidak sama satu dengan lainnya ada beberapa IPMK yang masih bergabung dengan dinas / instansi teknis tertentu sehingga dalam penentuan kebijakan dan kewenangan masih terbatas;
b. SDM aparatur kurang memadai secara kualitas maupun kuantitas;  
4. Aspek Pembiayaan 
a. Anggaran yang tersedia untuk promosi sangat terbatas, sehingga BKPM & PT Provinsi NTB belum bisa melaksanakan promosi secara optimal;
b. Untuk pelaksanaan PTSP penanaman modal memerlukan biaya yang cukup besar yang harus dipersiapkan oleh daerah;
Tujuan strategik yang ingin dicapai Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM & PT) Provinsi NTB adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas data dan informasi komoditi dan proyek investasi;
2. Meningkatkan kualitas dan strategi pemasaran potensi investasi;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang mudah, cepat, transparant dan akuntable;
4. Mewujudkan fasilitasi kerjasama antara pengusaha besar dengan UMKM potensial serta antara instansi pemerintah dan dunia usaha;
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Strategi dasar BKPM & PT Provinsi NTB yaitu : ” Menjadikan provinsi NTB sebagai provinsi tujuan penanaman modal yang menarik dan berdaya saing maka perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, berkeadilan, memberikan layanan perizinan yang bersih, transparan dan akuntable”.
Program prioritas urusan penanaman modal tahun 2016, meliputi :
1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi melalui peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah, pengembangan potensi unggulan daerah, peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi dan penyelenggaraan pameran investasi;
2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi melalui penyusunan system informasi penanaman modal di daerah, penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal dan kajian kebijakan penanaman modal;
3. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah melalui kajian  potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi.
4. Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi (Biro Perekonoian

Target kinerja urusan penanaman modal tahun 2016, adalah :
1. Meningkatnya fasilitasi kerjasama UMKM dengan Pengusaha Besar, meningkatnya ketersediaan data potensi investasi yang lebih akurat dan up to date, meningkatnya kualitas dan kuantitas penyampaian laporan kegiatan penanaman modal, meningkatnya pengetahuan SDM aparatur pelayanan investasi, meningkatnya kegiatan promosi investasi di dalam/luar negeri.
2. Meningkatnya SOP perizinan dan non perizinan yang sistematis, meningkatnya ketersediaan data terpadu penanaman modal, tersusunnya PERDA/PERGUB terakit penanaman modal.
3. Meningkatnya informasi yang aktual dan relevan terkait potensi komoditi dan proyek investasi.

24. Urusan Pertanian.
Potensi lahan untuk pengembangan perkebunan cukup tersedia terutama pada lahan kering. Berdasarkan data statistik Tahun 2014 potensi lahan perkebunan di Nusa Tenggara Barat tercatat seluas 665.314 Ha, sudah dimanfaatkan ± 30%. Komoditas perkebunan yang dikembangkan ada 20 jenis terdiri dari 14 jenis tanaman tahunan dan 6 jenis tanaman semusim. Dari 20 jenis komoditi yang dikembangkan tersebut, empat jenis merupakan komoditi lokal yaitu kopi, kakao, jambu mete, kelapa dan satu jenis merupakan komoditi andalan lokal yaitu tembakau Virginia serta satu jenis komoditi terobosan yaitu komoditi tebu. 
Isu strategis yang dihadapi pemerintah dalam urusan pertanian  Tahun 2016 diantaranya  adalah :
1. Kecukupan produksi komoditas strategis (padi,jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) serta pengurangan ketergantungan impor. 
2. Peningkatan daya saing produk di dalam negeri /antisipasi pasar bebas AEC (ASEAN Economic Community 2015), Indonesia sebagai target pasar. 
3. Pemantapan dan peningkatan daya saing produk pertanian di dunia internasional
4. Diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan tepung terigu
5. Peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani
6. Lemahnya kapasitas dan kemampuan/kompetensi penyuluh serta fasilitasi dan dukungan sarana prasarana di BPP/lapangan. 
7. Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan 
8. Produktivitas tanaman perkebunan belum optimal 
9. Rendahnya nilai tambah produksi komoditas perkebunan 
10. Produktivitas ternak masih relatif rendah dan belum memenuhi permintaan yang terus meningkat. 
11. Angka Kematian ternak masih tinggi akibat penyakithewan menular strategis dan sanitasi lingkungan ternak yang masih rendah. 
12. Ketersediaan dan kwalitas pakan pada musim kemarau relatif kurang dan pemanfaatan limbahpertanian belum optimal. 
13. Penerapan inovasi dan teknologi produksi, reproduksi dan pengolahan masih sangat terbatas 
14. Daya saing produk olahan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan masih rendah (aspek higienis dan packaging) 
15. Pelaku usaha masih skala rumah tangga, pengolahan produk hasil peternakan  (daging, susu, telur) masih belum dilaksanakandengan skala industri. 
16. Pemanfaatan teknologi termasuk manajemen Inseminasi Buatan dan Kawin Alam dalam kelompok belum efektif 
Tujuan yang ingin dicapai dalam urusan pertanian adalah :
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi pangan 
2. Meningkatkan nilai tambah dandaya saing produk pertanian 
3. Meningkatkan ketersediaan bahn baku bioindustri dan bioenergi 
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahtraan petani 
5. Meningkatkan kesejahteraan petani. 
6. Memperluas dan mengembangkan sentra produksi perkebunan skala ekonomi. 
7. Meningkatkan SDM pelaku agrobisnis pertanian. 
8. Meningkatkan Teknologi Tepat Guna. 
9. Mengembangkan agro Industri pertanian. 
10. Meningkatkan daya guna lahan pertanian. 
11. Meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. 
12. Mengoptimalkan potensi budidaya sapi. 
13. Meningkatkan kesejahteraan petani/Peternak. 
14. Memperluas dan mengembangkan sentra produksi Peternakan. 
15.  Meningkatkan SDM pelaku agrobisnis perternakan. 
16.  Meningkatkan Teknologi Tepat Guna. 
17. Mengembangkan agro Industri perternakan. 
18. Mengoptimalkan potensi budidaya sapi. 
19. Muwujudkan industri olahan daging sapi. 
20. Meningkatkan kualitas ternak bibit dan ternak potong melalui perbaikan manajemen budidaya ternak; 
21. Meningkatkan kapasitas kelompok usaha perbibitan dan penggemukan dan anggota kelompok pelaku usaha; 
22. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perbibitan dan penggemukan sesuai basis pengembangan budidaya ternak; 
23. Menurunkan intensitas kasus kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) secara terpadu; 
24. Meningkatkan kualitas produk pangan asal hewan yang ASUH melalui pengawasan yang intensif; 
25. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana penyedia dan penjual daging seperti RPH, distributor dan Pasar Daging; 
26. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pengolahan hasil melalui pelatihan, bantuan sarana prasarana dan demonstrasi; 
27. Meningkatkan promosi dan eksploitasi terhadap produk-produk olahan; (Peternakan
28. Meningkatkan kualitas semen beku yang berasal dari ternak sapi bali secara kontinyu; 
29. Meningkatkan pemanfaatan pakan olahan dari limbah pertanian secara maksimal. 
Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan dalam urusan pertanian tahun 2016, adalah :
1. Peningaktan ketersediaan dan pemanfaatanlahan 
2. Peningktan infrastruktur dan sarana pertanian 
3. Pengembangan dan perluasan logistic benih/bibit
4. Penguatan Kelembagaan Petani 
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian 
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy 
7. Penguatan jaringan pasar 
8. Peningkatan dan penguatan pembiayaan pertanian 
9. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi 
10. Pengembangan dan peningkatan kelembagaan penyuluhan serta pengembangan kelompok binaan 
11. Peningkatan kemampuan penyuluh dan pengembangan metode penyuluhan 
12. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan melalui Ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi komoditas unggulan, perbaikan mutu produk dan pemanfaatan sarana prasarana/aplikasi teknologi, penataan dan pemanfaatan potensi lahan terlantar dan pengembangan kawasan agribisnis, peningkatan profesionalisme petugas dan pekebun. 
13. Mendukung ketersediaan bahan baku agroindustri dan komoditas eksport melalui peningkatan usaha dan permodalan usaha pekebun, perkuatan kelembagaan petani pekebun dengan cara kerjasama dan pendampingan. 
14. Meningkatkan perlindungan perkebunan dan ketersediaan serta keberlanjutan sarana prasarana melalui Ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi komoditas unggulan, perbaikan mutu produk dan pemanfaatan sarana prasarana/aplikasi teknologi, serta pemantapan regulasi. 
15. Meningkatkan keunggulan komoditas perkebunan melalui peningkatan kualitas/ kuantitas benih. 
16. Mendukung kelestarian lingkungan hayati melalui Ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi komoditas unggulan 
17. Peningkatan kesinambungan/ keberlangsungan budidaya dan hasil olahan perkebunan melalui perbaikan mutu produk perkebunan dan pemanfaatan sarana prasarana/ aplikasi teknologi. 
18. Mendorong kelancaran dan ketertiban administrasi perkantoran melalui peningkatan kualitas pelayanan. 
19. Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur melalui diklat/ bimtek sesuaikompetensi dan tugas pokok 
20. Peningkatan populasi dan kwalitas ternak sapi melalui koordinasi, konsultasi dan singkronisasi antar leading sektor
21. Meningkatkan sinergitas, kerjasama lintas sektor dan integrasi intasi rumpun hijau
22. Pengembangan ternak melalui pemberian bantuan sosial/ hibah dalam mendukung program pemberdayaan kelompok masyarakat. 
23. Intnsifikasi status padang pengembalaan ternak rakyat
24. Optimalisasi survaelance dan vaksinasi secara berkelanjutan dalam meningkatkan kewaspadaan dini  terhadap PHMS
25. Peningkatan peran swasta dalam membangun sektor budidaya atau perbibitan ternak
26. Peningkatan akses masyarakat pada modal, teknologi dan informasi
27. Pengembangan insfraktruktur peternakan
28. Peningkatan kapasitas kelembagan peternak
29. Revitalisasi RPH sebagai tempat penyediaan daging ASUH (Penurunan pemotongan betina produktif dari 20 % menjadi 10 %)
30. Akreditasi produksi semen bekusebagai bahan kawin suntik dalam meningkatkan kelahiran anak sapi (pedet) (Memperpendek jarak beranak dari 17 bulan menjadi 14 bulan) 
31. Akreditasi Rumah Sakit Hewan (RSH) dan Laboratorium Veteriner dalam meningkatkan status kesehatan hewan
32. Pengembangan Hijauan makanan ternak dan pakanolahan limbah pertanian
33. Pengendalian pengeluaran sapi bibit, dari sisi tata ruang dengan membuat MoU antara Gubernur dan Bupati se Pulau Sumbawa, 

Program prioritas urusan pertanian tahun 2016, meliputi :
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah. 
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi; Produktivitas dan mutu produk perkebunan; Produk Pertanian. 
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan melalui Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
4. Peningkatan kesejahteraan petani  Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 
5. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) 
6. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 
7. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 
8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, 
9. Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan PHMS, 
10. Pengembangan Kawasan Integrasi Agroedowisata dan Teknopark  Banyumulek, 
Target kinerja urusan pertanian tahun 2016, adalah :
1. Berkembangnya kawasan terintegrasi  
2. Peningkatan Produktifitas Jagung.
3. Pengolahan tanah lebih maksimal.
4. Berkembangnya kawasan terintegrasi  
5. Peningkatan Produktifitas Jagung.
6. Pengolahan tanah lebih maksimal.
7. Terlaksananya kegiatan rutinitas 
8. Terselenggaranya pelatihan petani, pelaku agribisnis dan penyuluh perkebunan.
9. Tersusunnya buku data perkebunan.
10. Terlaksananya fasilitasi bantuan kepada petani tembakau.
11. Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan.
12. Terpublikasinya informasi harga komoditi perkebunan.
13. Terlaksananya intensifikasi dan rehabilitasi dengan teknologi sambung pucuk dan sambung samping.
14. Terlaksananya sertifikasi produk komoditi perkebunan
15. Terlaksananya promosi/ pameran komoditi perkebunan
16. Terlaksananya pembangunan unit pengolah pupuk organic untuk petani perkebunan
17. Terlaksananya inventarisasi dan fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan
18. Terlaksananya pengendalian OPT pada tanaman perkebunan
19. Terlaksananya pemeliharaan Kebun Induk Kelapa
20. Terlaksananya pengawasan mutu benih/ bibit tanaman perkebunan
21. Terlaksananya penyediaan varietas tanaman perkebunan
22. Terlaksananya pengujian pengembangan PHT Penggerek Buah Kopi (PBko)
23. Terlaksananya stabilisasi Isolat Agensia Hayati (Pembuatan/ perbanyakan media isolate)
24. Terlaksananya pembangunan demplot penerapan PHT untuk mengendalikan OPT dengan menggunakan APH pada tanaman tembakau
25. Terlaksananya penyegaran petugas pengamat hama
26. Terlaksananya pelatihan penerapan PHT pada pengendalian OPT tanaman tembakau
27. Terlaksananya pemeliharaan demplot kaji terap sambung pucuk kopi dan sambung samping kakao
28. Terlaksananya demplot penggunaan varietas tembakau nikotin rendah
29. Terlaksananya kaji terap sambung pucuk jambu mete
30. Terlaksananya Sekolah Lapang Pupuk Berimbang pada tanaman tembakau untuk petugas/ petani
31. Meningkatnya kwalitas Produk angan Asal Hewan yang ASUH dan terkendalinya Pemotongan Betina Produktif 
32. Meningkatnya produksi dan produktivitas ternak
33. Meningkatnya Kwalitas perbibitan Hijauan Makanan Ternak
34. Tersedianya Pakan Ternak secara kontinyu
35. Terbinanya kelompok usaha perbibitan dalam pengelolaan pakan limbah
36. Meningkatnya kualitas produksi semen beku
37. Terpromosinya ternak bibit dan potong yang berkwalitas serta produk asal hewan yang ASUH
38. Meningkatnya  pelaku usaha pengolahan produk peternakan yang menerapkan teknologi peternakan
39. Meningkatnya Peran Kelembagaan (UPTD Peternakan : Balai Inseminasi Buatan, Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner, BPT HMT Serading dan Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruinansia) dan Kelompok Ternak
40. Terkendalinya kasus penyakit hewan menular dan menurunnya angka kematian ternak(Peternakan
41. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan dalam mengembangkan agribisnis peternakan yang terintegrasi lintas sektoral untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan wilayah. 
42. Meningkatnya nilai tambah produk Pijar sebagai komoditi unggulan daerah(Peternakan
43. Mngembangkan kemampuan penguasaan teknologi kepada masyarakat dalam usaha budidaya hulu dan pengolahan hasil. 

25. Urusan Kelautan  dan  Perikanan
Isu strategis dalam pembangunan urusan kelautan dan perikanan tahun 2016 adalah :
1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 
2. Masih banyak konflik pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil 
3. Belum maksimalnya kualitas mutu  produk olahan, pengendalian mutu dan  keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
5. Belum optimalnya pelayanan kepelabuhanan perikanan 
6. Masih tradisionalnya Armada  penangkapan ikan 
7. Sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan umumnya masih tradisional, berdampak  pada rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan. (Ditanganio kabupaten
Tujuan yang ingin dicapai dari urusan kelautan dan perikanan adalah :
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir lainnya. 
2. Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi, penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. 
3. Meningkatkan kwantitas dan kwalitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. 
4. Meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. 
5. Memperkecil peluang terjadinya konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya kelautan dan perikanan. 
6. Menurunkan tingkat pelanggaran dalam pemanfaatan  sumberdaya kelautan dan perikanan. 
7. Meningkatkan luasan dan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah. 
8. Meningkatkan pelayanan perijinan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
Strategi dan arah kebijakan urusan kelautan dan perikanan tahun 2016, adalah :
1. Optimalisasi dan inovasi  pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, budidaya, pesisir dan pulau-pulau kecil, 
2. Revitalisasi sistem informasi dan teknologi kelautan dan perikanan serta aplikasinya di lapangan, 
3. Fasilitasi pengembangan kemampuan penerapan teknologi dan keterampilan aparat dan masyarakat
4. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha kelautan dan perikanan, 
5. Inovasi, diversifikasi, introduksi tehnologi pengolahan dan promosi produk hasil kelautan dan perikanan, 
6. Koordinasi dan mobilisasi pengendalian dan pengawasan mutu produk kelautan dan perikanan,
7. Fasilitasi penyusunan dan legislasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
8. Revitalisasi kelembagaan dan penguatan SDM bidang pengawasan dan pengelolaan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, 
9. Mobilisasi dan konsolidasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan,
10. Identifikasi, sosialisasi,  konsolidasi dan koordinasi pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil,
11. Fasilitasi dan koordinasi pelayanan perijinan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan,
12. Fasilitasi infrastruktur sarana dan prasarana pelabuhan dan perikanan budidaya
13. Fasilitasi Armada penangkapan ikan 
Program prioritas urusan kelautan dan perikanan  tahun 2016, meliputi :
1. Program pengembangan budidaya perikanan.
2. Program pengembangan perikanan tangkap.
3. Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan,
4. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
5. Program Pengelolaan Ruang Laut, pesisir dan Pulau-pulau kecil
6. Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan,
7. Program peningkatan dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
8. Program pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perlindungan jenis ikan
9. Program peningkatan budaya kelautan dan wawasan maritime,
10. Program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 
11. Program optimalisasi dan peningkatan fungsi laboratorium penguji.
Target kinerja urusan kelautan dan perikanan  tahun 2016 adalah :
1. Produksi perikanan tangkap sebesar 152.178 ton
2. Produksi perikanan budidaya sebesar 912.907 ton
3. Produksi olahan hasil perikanan sebesar 188.700 ton
4. Tingkat konsumsi ikan 31 kg/kapita/tahun
5. Unit pengolahan ikan (UPI) yang bersertifikat HACCP 8 unit 
6. Produksi Garam NTB  233.000 ton
7. Prosentase wilayah perairan NTB yang bebas  IUU Fishing sebanyak 28 %.
8. Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang aktif dan terbina sebanyak 132
9. Tersedianya 1 dokumen WKOPP  pelabuhan perikanan Labuhan Lombok 
10. Tersedianya fasilitas sarana pendukung unit pengolahan kosmetik berbahan baku rumput laut 1 unit
11. Tersusunnya 1 Dokumen  Rencana Zonasi Wilayah Peisisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat

26. Urusan Perindustrian
Pengembangan sektor Industri dan Perdagangan di Daerah Nusa Tenggara Barat  ditujukan untuk mewujudkan IKM dan UKM-INDAG  yang maju, mandiri, handal dan berdaya saing serta berperan  sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Diharapkan daerah Nusa Tenggara Barat mempunyai struktur Industri dan Perdagangan  yang kokoh, seimbang, berdaya saing tinggi bertumpu pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan kesempatan berusaha masyarakat dan berkembangnya potensi daerah seiring dengan pelimpahan wewenang pusat kepada daerah.

Isu strategis urusan perindustrian tahun 2016, adalah :
1. Pendampingan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) melalui Unit Pendampingan Langsung (UPL) dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produk belum optminal;
2. Kurang lengkapnya aspek legalitas usaha dan penjaminan produk seperti sertifikasi P-IRT, Halal, SNI, dll;
3. Kapasitas, Kapabilitas, dan Kualitas IKM belum mengarah pada Industrialisasi
4. Pengembangan produk olahan yang terstandarisasi masih relatif sedikit;
5. Jejaring pemasaran (Network Marketing) berbagai produk IKM yang masih terbatas;
6. Belum terarahnya IKM menuju Industrialisasi
7. Jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat, Kecenderungan perilaku konsumtif masyarakat, dan kurangnya pemanfaatan produk lokal dalam pemenuhan kebutuhan;
8. Kurang lancarnya distribusi barang-barang kebutuhan pokok dan strategis di pasar;
9. Kurang lengkapnya legalitas UKM dalam menjalankan usahanya
10. Pengawasan peredaran barang berbahaya, barang impor tanpa kelengkapan petunjuk dan tidak sesuai SNI;
11. Kurangnya promosi luar negeri;
12. Masih belum terpenuhinya mutu produk, jumlah serta spesifikasi yang diinginkan oleh pasar ekspor/global.
13. Jumlah dan Kualitas SDM aparatur masih kurang;
14. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih kurang.
15. Jumlah dan SDM aparat yang terbatas dalam pelayanan tera/tera ulang UTTP;
16. Keterbatasan sarana dan prasarana peralatan kemetrologian;
17. Operasionalisasi yang masih belum optimal
18. Jumlah pelaku usaha eksportir dan sarana Promosi yang terbatas;
19. Jejaring akses pasar ekspor dari Prov. NTB masih terbatas;

Program prioritas urusan perindustrian  tahun 2015, meliputi :
1. Program Pengembangan industri kecil dan menengah
2. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
3. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri
4. Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
5. Program Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komoditi unggulan daerah

Target kinerja urusan perindustrian  tahun 2016, adalah :
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas  sarana usaha  kecil
2. Meningkatnya  kualitas  dan kuantitas produk usaha kecil
3. Meningkatnya intensitas  pengembangan potensi dan kerja sama industri usaha kecil
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk industri agro dan kimia
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk industri logam dan mesin
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk  industri alat transportasi & telematika.
7. Meningkatnya kontinuitas dan aksessibilitas  pengadaan dan penyaluran bahan kebutuhan masyarakat
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas  program dan pelaporan
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas adm.keuangan.
10. Meningkatnya kualitas dan kuan titas adm. umum dan kepegawaian.
11. Meningkatnya  efektifitas   administrasi balai.
12. Meningkatnya legalitas ukuran massa dan timbangan
13. Meningkatnya legalitas ukuran arus panjang dan volume.
14. Meningkatnya  kapasitas pengusaha dan calon pengusaha.
15. Meningkatnya kontinuitas  eksport produk lokal.
16. Meningkatnya kapasitas pengusaha industri makanan, minuman dan kerajinan.
17. Meningkatnya kualitas produk industri makanan, 

27. Urusan Perdagangan
Pengembangan sektor Industri dan Perdagangan di Daerah Nusa Tenggara Barat  ditujukan untuk mewujudkan IKM dan UKM-INDAG  yang maju, mandiri, handal dan berdaya saing serta berperan  sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Diharapkan daerah Nusa Tenggara Barat mempunyai struktur Industri dan Perdagangan  yang kokoh, seimbang, berdaya saing tinggi bertumpu pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan kesempatan berusaha masyarakat dan berkembangnya potensi daerah seiring dengan pelimpahan wewenang pusat kepada daerah.
Isu strategis urusan perdagangan tahun 2016 adalah :
1. Kelembagaan Asosiasi Pengusaha/ Eksportir masih belum berperan banyak dalam peningkatan bilai dan jenis komoditi Ekspor.
2. Produk hasil olahan IKM belum memiliki Nilai Tambah (Added Value);
3. Kemasan dan desain kemasan produk olahan masih sederhana;
4. Jejaring pemasaran produk masih berorientasi pasar lokal.

Program prioritas urusan perdagangan tahun 2016, meliputi :
1. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri/lelang
2. Peningkatan dan pengembangan ekspor

Target kinerja urusan peerdagangan  tahun 2016 adalah :
1. Meningkatnya produktifitas dan kontinuitas usaha perdagangan
2. Meningkatnya kualitas dan legalitas produk perdagangan
3. Meningkatnya kontinuitas dan aksessibilitas eksport barang  
4. Meningkatnya kontinuitas dan aksessibilitas import barang
5. Meningkatnya intensitas  dan kualitas promosi dan informasi eksports  barang
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